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       Skripsi dengan judul “Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 
Terhadap Praktik Jual Beli Rongsokan Keliling di Desa Tinggarbuntut Kecamatan 
Bangsal Kabupaten Mojokerto” merupakan suatu hasil dari penelitian lapangan 
(field research) yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana 
praktik jual beli rongsokan keliling di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal 
Kabupaten Mojokerto serta bagaimana analisis fatwa DSN MUI No. 110/DSN-
MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli rongsokan keliling di Desa Tinggarbuntut 
Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. 
       Subjek dari penelitian lapangan ini yaitu penjual rongsokan keliling 
(masyarakat) dan pembeli (tukang rongsok keliling). Sumber data primer 
diperoleh langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan serta sumber data 
sekunder yang diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan. Pengumpulan data 
diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data 
dikumpulkan kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara editing, 
organizing, dan analyzing. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode 
deskriptif dengan pola pikir deduktif. 
       Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya ada dua sistem yang 
digunakan dalam praktik jual beli rongsokan keliling di Desa Tinggarbuntut 
Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto yaitu sistem timbangan dan sistem 
taksiran. Namun, yang umum digunakan ialah sistem taksiran. Praktik jual beli 
rongsokan keliling dengan menggunakan sistem timbangan dan sistem taksiran 
yang ada di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto 
menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 yakni diperbolehkan. 
Karena, dalam sistem timbangan rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Begitupun 
dengan sistem taksiran, meskipun pembeli akan menentukan berat dan harga 
barang dengan sekedar dikira-kira, namun sebelum ditetapkan harganya pihak 
pembeli (tukang rongsok keliling) melakukan tawar menawar dengan pihak 
penjual sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan kesepakatan. Dan sistem 
taksiran ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dalam melakukan 
praktik jual beli rongsokan keliling. 
       Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, maka pihak-pihak 
yang bersangkutan yaitu pembeli (tukang rongsok keliling) sebaiknya 
menggunakan sistem timbangan, agar pada saat menentukan berat atau kadar 
barang tidak menggunakan perkiraan yang nantinya berakibat pada harga barang. 
Jika semua itu sudah dilakukan, maka berat dan harga barang bisa diketahui 
dengan jelas dan pasti sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Untuk penjual, 
(masyarakat) sebelum menjual barang rongsokan, sebaiknya barang-barang 
diklasifikasikan atau dipilah-pilah terlebih dahulu sesuai jenisnya dan menjualnya 
ketika dirasa sudah banyak sehingga lebih mudah dalam menentukan berat atau 
kadar barang rongsokan dan juga harganya. 
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A. Latar Belakang Masalah 
       Manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. 
Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa melangsungkan hidupnya sendiri, 
mereka perlu adanya hubungan timbal balik dengan manusia lainnya. 
Manusia perlu bekerja sama untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-
hari. Salah satunya dengan cara bermuamalah. Ruang lingkup muamalah 
mencakup berbagai aspek yakni bidang agama, pendidikan, sosial budaya, 
ekonomi dan politik.1 Kegiatan muamalah yang mengatur permasalahan 
dibidang ekonomi di antaranya ialah jual beli, utang-piutang, sewa-menyewa, 
dan lain-lain. Mengenai hukum asal dari muamalah itu boleh, sampai ada 
dalil yang melarangnya.2 
       Jual beli yaitu satu dari banyaknya bentuk praktik muamalah dalam 
bidang ekonomi yang memudahkan manusia untuk memperoleh barang-
barang yang dibutuhkan dalam menjalankan kehidupannya. Bahkan jika 
dilihat dengan seksama, setiap orang bertautan dengan jual beli. Jual beli 
merupakan transaksi pertukaran barang dengan barang lain, atau tukar 
menukar barang dengan uang dengan melepaskan hak kepemilikan dari 
seseorang kepada orang lain atas dasar suka sama suka dan kerelaan yang 
sesuai dengan ketentuan hukum Islam.3 
       Definisi jual beli juga dikemukakan oleh para ulama Fikih. Ulama 
Hanafiah mengartikan jual beli sebagai tukar menukar suatu harta dengan 
harta melalui cara khusus, atau saling menukarkan sesuatu yang diinginkan 
dengan yang sebanding melalui cara tertentu yang bermanfaat. Definisi yang 
                                                          
1 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 3. 
2 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis 
Kontemporer (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 8. 
3 Ainul Yaqin, Fiqh Muamalah Kajian Komperehensif Ekonomi Islam (Pamekasan: Duta Media, 
2020), 38. 
 


































lainnya juga dikemukakan oleh ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, dan 
ulama Hanabilah bahwasanya jual beli ialah tukar menukar suatu harta 
dengan harta ke dalam bentuk pergantian milik dan kepemilikan.4 Dari 
beberapa definisi yang sudah dikemukakan oleh para ulama Fikih bisa 
diambil kesimpulan bahwasanya jual beli yaitu pertukaran sesuatu yang 
diinginkan melalui ijab dan kabul serta harta yang diperjualbelikan 
merupakan harta yang bermanfaat bagi umat manusia. 
       Hukum asal jual beli ialah halal. Jual beli diperbolehkan berdasarkan 
dalil Al-Qur’an dan sunah. Namun, ada juga jual beli yang diharamkan oleh 
Allah SWT dan Rasul. Salah satunya yaitu jual beli garar. Jual beli garar ialah 
semua jual beli yang transaksinya bersifat tidak adanya kejelasan dan 
mengandung spekulasi yang bisa merugikan pihak-pihak yang bertransaksi.5 
Adapun secara ringkas terdapat tiga macam jual beli gharar, yaitu bay’i 
ma’du>m, bay’i ma’ju>z al-tasli>m, dan bay’i ma>ju>l.6 
       Manusia melakukan jual beli dikarenakan transaksi tersebut hukumnya 
halal. Sesuatu hal yang telah dihalalkan oleh Allah SWT tentunya 
mempunyai hikmah, termasuk dengan jual beli. Hikmah dari jual beli yaitu 
pertama, mencari karunia Allah SWT dengan cara yang halal. Kedua, 
kebutuhan manusia akan terpenuhi dengan adil. Ketiga, kepuasan dari 
masing-masing pihak akan terpenuhi dengan cara yang halal.7 Oleh karena 
itu, islam mengatur permasalahan transaksi jual beli secara rinci dan jelas. 
Sehingga manusia bisa bertransaksi sesuai dengan syariat. 
       Berbagai bentuk jual beli mengalami perkembangan seiring peradaban 
umat manusia. Bentuk jual beli yang dilakukan pertama kali ialah pertukaran 
barang dengan barang, atau biasa disebut barter. Lambat laun muncul 
berbagai masalah dalam kegiatan tukar menukar barang atau jasa ini yang 
tidak sesuai dengan nilai tukarnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut 
muncullah emas dan perak sebagai alat tukar menukar. Namun, emas dan 
                                                          
4 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi..., 13-14. 
5 Ardito Bhinadi, Muamalah Syar’iyyah Hidup Barokah (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 84. 
6 Ibid., 85. 
7 Ibid., 73-74. 
 


































perak belum bisa menyelesaikan seluruh masalah. Oleh karena itu, muncul 
ide untuk menggantikan emas dan perak dengan uang yang dikenal saat ini.8 
Sehingga jual beli saat ini menggunakan sistem tukar menukar barang dengan 
uang yang dijadikan sebagai alat tukar. Tukar menukar seperti ini, kedua 
pihak akan saling mendapatkan keuntungan sehingga Allah SWT 
menghalalkannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Al-Qur’an 
surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: 
                                                               ... واۗ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّبٰ  ُهللاَأَحلَّ وَ ...
       “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. 
Al-Baqarah ayat 275)9 
Jual beli juga disyariatkan di dalam Al-Qur’an surah An-Nisa>’ ayat 29 yang 
berbunyi: 
ۡنُكمۡ ◌ۗ  َوَال   اَۡن َتكُ ۡوَن ِجتَ ارًَة َعۡن تـَرَاٍض مِّ
ۤ ۡلَباِطِل ِاالَّ ِ َنُكۡم  ا اَۡمَوالَـُكۡم بـَيـۡ
ُكُلۡوۤ َۡ َٰۤ يـَُّها الَِّذۡيَن ٰاَمنـُۡوا َال 
َ َكاَن ِبكُ ْم َرِحْيماً                                           ّٰ  ِانَّ ا
ا اَۡنـُفَسُكمۡ ◌ۗ   تـَۡقتـُُلۡوۤ
       “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 
kepadamu”. (QS. An-Nisa>’ ayat 29)10 
       Ayat tersebut mengacu pada perdagangan atau perniagaan yang 
dilakukan dengan cara yang batil (tidak benar). Melalui ayat ini, Allah SWT 
melarang seluruh kaum muslim untuk tidak memakan dari harta sesama 
secara batil. Secara batil pada hal ini mempunyai makna luas, seperti 
melakukan transaksi bidang ekonomi yang berlawanan dengan hukum Islam. 
Contohnya, suatu transaksi yang mengandung riba, garar, dan yang 
mengandung spekulasi. Ayat di atas juga menerangkan bahwasanya jual beli 
itu harus dilakukan dengan dasar  rasa suka sama suka, agar dari masing-
                                                          
8 Ibid., 70-71. 
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Jakarta: Syaamil Quran, 2009), 47. 
10 Ibid., 83. 
 


































masing pihak tidak merasa ada yang dirugikan. Karena jika salah satu pihak 
dirugikan, maka berimbas kepada sah dan tidaknya jual beli tersebut. 
       Jual beli selain dijelaskan dalam Al-Qur’an, juga dijelaskan di dalam 
hadis. Diantaranya yaitu hadis dari Rifa>’ah ibn Ra>fi’: 
يُّ اْلَكْسِب أَْطَيُب ؟ قَاَل: ُسِئَل أَ ملسو هيلع هللا ىلص نَّ النَِّيبَّ َأَعْنُه ُهللا َعْن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع َرِضَي 
                    حََّحُه اْحلَاِكُم.ٍر) َرَواُه اْلبَـزَّاُر َوصَ وْ ِه وَُكلُّ بـَْيٍع َمربُْ (َعَمُل الرَُّجِل بَِيدِ 
       “Dari Rifa>’ah ibn Ra>fi’ bahwa Nabi SAW pernah ditanya pekerjaan 
apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan manusia 
dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang dibenarkan”. (HR. al-
Bazza>r dan al-H}a>kim).11 
Selain hadis di atas, jual beli juga dijelaskan dalam hadis Nabi riwayat Ibnu 
Majah yakni: 
َا البَـْيُع َعْن تـَرَ                                                             ٍض. (رواه ابن ماجه)اِامنَّ
       “Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan perizinan timbal balik”. (HR. 
Ibnu Ma>jah)12 
       Jual beli bisa dikatakan sah jika rukun dan syaratnya telah terpenuhi. 
Rukun dari jual beli yaitu terdapat adanya para pihak yang bertransaksi, objek 
yang diperjualbelikan, harga, serta ijab dan kabul.13 Adapun syarat-syarat jual 
beli yang terkait dengan orang yang berakad yakni berakal sehat dan yang 
melakukan akad ialah orang yang berbeda. Syarat untuk barang yang 
diperjualbelikan yaitu barang ada pada saat dilakukannya transaksi, dapat 
dimanfaatkan dan bermanfaat bagi orang lain, barang harus sudah dimiliki 
oleh penjual, dan barang dapat diserahterimakan ketika akad berlangsung atau 
pada waktu lain sesuai dengan kesepakatan. Adapun syarat-syarat terkait 
harga yaitu harga yang disepakati oleh para pihak harus jelas jumlahnya, 
harga dapat diserahkan ketika berlangsungnya akad baik dengan uang tunai, 
cek, maupun kartu kredit, dan jika jual beli tersebut dilakukan dengan cara 
                                                          
11 Al-H}a>fiz} Ibnu H}ajar Al-‘Asqala>ni>, Bulu>ghul Mara>m (Surabaya: Nurul Huda), 165. 
12 Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiah University Press, 2017), 67. 
13 Ibid., 68. 
 


































tukar menukar barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukanlah 
barang yang telah diharamkan oleh syara’. Kemudian yang terakhir mengenai 
syarat ijab dan kabul yaitu ungkapan ijab kabul harus jelas, ijab kabul 
dilakukan dalam satu tempat, ungkapan ijab kabul boleh dilakukan dengan 
tulisan, lisan, isyarat atau sikap yang menunjukkan adanya ijab kabul.14 
       Kaidah-kaidah Fikih yang berkenaan dengan muamalah sangat banyak 
terutama kaidah Fikih yang berkaitan dengan jual beli. Berikut beberapa 
kaidah Fikih yang berkaitan dengan jual beli: 
َغةِ ِإَال َتِصحُّ  ِيف اْلُعُقودِ  نَّ اَالْصلَ ِإ لِصيـْ ِ                                                    الَ 
       “Sesungguhnya hukum asal dalam akad adalah tidak sah kecuali dengan 
ungkapan ijab dan kabul”.15 
                                                            اْلُمتَـَعاِقِدْينَ  اَألْصُل ِيف اْلَعْقِد رَِضا
       “Hukum asal dalam akad adalah adanya keridhaan kedua belah pihak”.16 
 
ُعهُ وَُكلٌّ َال  َفَعَة ِفْيِه َال َجيُْوُز ِشرَاُءُه َوَال بـَيـْ                                                     َمنـْ
       “Setiap sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka tidak boleh 
diperjualbelikan”.17 
       Fatwa merupakan sebuah produk dari pemikiran hukum Islam. Fatwa 
DSN MUI muncul sebagai respon atas jawaban persoalan tentang ekonomi 
Islam.18 Salah satunya yaitu tentang akad jual beli yang diatur dalam fatwa 
DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017. Dalam fatwa akad jual beli 
mencakup ketentuan umum jual beli seperti pengertian, ketentuan terkait 
shigat al-Aqd (ijab kabul), ketentuan terkait para pihak, ketentuan terkait 
                                                          
14 Abdul Rahman Ghazaly, et.al., Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 71-77. 
15 Enang Hidayat, Kaidah Fikih Muamalah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 53. 
16 Ibid., 54. 
17 Ibid., 57. 
18 Nur Fathoni, “Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian 
Ekonomi Islam, Vol. IV Edisi 1, (Mei, 2013), 55. 
 


































tsaman (harga), ketentuan terkait mutsman (barang yang diperjualbelikan), 
ketentuan kegiatan dan produk, dan ketentuan penutup.19 
       Seiring perkembangan zaman dan teknologi, barang yang 
diperjualbelikan di masyarakat beragam. Mulai dari kebutuhan pokok sampai 
dengan barang yang hanya digunakan untuk pelengkap. Bahkan masyarakat 
saat ini banyak melakukan transaksi jual beli barang yang sudah rusak. 
Seperti halnya jual beli rongsokan keliling yang sudah tidak asing lagi di 
kalangan masyarakat. 
       Barang rongsokan menurut kamus lengkap bahasa Indonesia modern 
merupakan barang yang sudah rusak sama sekali, rombengan.20 Barang 
rongsokan banyak dijumpai di lingkungan masyarakat. Barang rongsokan 
identik dengan barang yang kotor dan kumuh. Barang rongsokan yang 
memang terlihat remeh itu membuat barang tersebut seolah patut untuk 
dimusnahkan. Padahal, jika dilihat dari sisi positifnya, barang rongsokan 
tersebut bisa menjadi bisnis yang menguntungkan dan menjanjikan. 
       Barang rongsokan menjadi salah satu objek jual beli yang dilakukan 
masyarakat Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. 
Barang rongsokan yang diperjualbelikan terdiri dari botol-botol, gelas air 
mineral, kardus, buku, besi, alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Barang 
rongsokan tersebut sudah rusak dan tidak terjamin kebersihannya. 
       Sistem yang digunakan dalam praktik jual beli rongsokan keliling yang 
ada di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto yakni 
ada dua yaitu sistem timbangan dan sistem taksiran. Sistem timbangan ialah 
sistem yang digunakan oleh tukang rongsok keliling ketika membeli barang 
rongsokan di toko-toko dengan klasifikasi barang berupa kardus yang 
kemudian ditimbang dan ditetapkan harganya. Sedangkan sistem taksiran 
ialah barang rongsokan yang dijual per karung, di dalam karung terdapat 
macam-macam jenis barang, yang kemudian dihargai sama. Tukang rongsok 
                                                          
19 DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia), “Fatwa tentang Akad Jual Beli 
No. 110/DSN-MUI/IX/2017”, Https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/3/, diakses pada 20 November 
2020. 
20 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern (Jakarta: Pustaka Amani), 363. 
 


































keliling juga menggunakan perkiraan dalam menetapkan berat atau kadar 
barang serta harga.21 
       Jual beli rongsokan keliling yang menggunakan sistem taksiran seperti di 
atas terlihat ganjil. Karena adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam 
penetapan berat yang kemudian bisa berpengaruh terhadap harga. Hal 
semacam ini akan mengakibatkan salah satu dari pihak yang bertransaksi 
merasa dirugikan. 
       Berdasarkan penjabaran yang sudah dijelaskan, peneliti tertarik untuk 
meneliti dan menganalisis lebih dalam permasalahan tentang praktik jual beli 
rongsokan keliling ke dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa 
DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli 
Rongsokan Keliling di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten 
Mojokerto”. 
 
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 
       Identifikasi digunakan untuk menentukan ruang lingkup dari pembahasan 
supaya tidak ada salah pengertian dalam memahami pembahasan yang 
dijelaskan. 
Berikut identifikasi dalam pembahasan ini, yakni: 
1. Dua sistem yang digunakan dalam praktik jual beli rongsokan keliling 
yaitu sistem timbangan dan sistem taksiran (satu karung terdapat berbagai 
macam barang) 
2. Jual beli garar menurut hukum Islam 
3. Penetapan berat barang dengan menggunakan perkiraan 
4. Penetapan harga yang tidak sesuai 
5. Hukum berspekulasi dalam islam terkait jual beli 
6. Hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap 
praktik jual beli rongsokan keliling 
                                                          
21 Slamet, Wawancara, Mojokerto, 18 November 2020. 
 


































       Berdasarkan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi beberapa 
masalah, antara lain: 
1. Praktik jual beli rongsokan keliling di Desa Tinggarbuntut Kecamatan 
Bangsal Kabupaten Mojokerto 
2. Analisis fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik 
jual beli rongsokan keliling di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal 
Kabupaten Mojokerto 
 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana praktik jual beli rongsokan keliling di Desa Tinggarbuntut 
Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto? 
2. Bagaimana fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik 
jual beli rongsokan keliling di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal 
Kabupaten Mojokerto? 
 
D. Kajian Pustaka 
       Peneliti perlu mengkaji penelitian-penelitian terkait dengan jual beli 
rongsokan yang sebelumnya sudah pernah diteliti. Disini peneliti menemukan 
penelitian yang relevan, yakni sebagai berikut: 
1. Skripsi yang berjudul “Jual Beli Rongsokan Dalam Perspektif Hukum 
Islam (Studi Kasus di Desa Pangkalan, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang)” 
yang ditulis pada tahun 2018 oleh Enok Komalasari.22 Skripsi ini fokus 
pada faktor dan sistematika jual beli rongsokan yang dapat diambil 
manfaatnya dan pandangan dari hukum Islam terkait jual beli rongsokan. 
2. Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam 
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori 
Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)” yang ditulis pada tahun 
                                                          
22 Enok Komalasari, “Jual Beli Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa 
Pangkalan, Kec. Sobang, Kab. Pandeglang)”, (Skripsi—UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 
2018). 
 


































2016 oleh Hanan Umi Faijah.23 Skripsi ini membahas adanya sistem 
borongan dalam jual beli barang rongsokan, akad jual beli yang subjeknya 
anak kecil dan juga pandangan hukum Islam mengenai boleh atau tidaknya 
menjual barang yang sudah rusak atau jual beli rongsokan. 
3. Skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam 
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cabean Kunti, Kec. 
Cepogo, Kab. Boyolali)” yang ditulis pada tahun 2007 oleh Sumiyati.24 
Skripsi ini membahas jual beli barang rongsokan dengan menggunakan 
sistem borong yang di dalamnya menggunakan sistem persekot yang 
dilarang oleh Islam. 
       Meskipun jual beli rongsokan telah dibahas dalam penelitian 
sebelumnya, akan tetapi di penelitian yang ditulis oleh peneliti ini terdapat 
perbedaan. Berikut perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 
yang pertama, selain dari segi lokasi jual beli disini juga menggunakan sistem 
taksiran yang terdapat adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam 
penetapan berat yang kemudian bisa berpengaruh terhadap harga karena 
menggunakan perkiraan, kemudian dianalisis menggunakan fatwa DSN MUI 
No. 110/DSN-MUI/IX/2017. 
 
E. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui praktik jual beli rongsokan keliling di Desa 
Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto 
2. Untuk mengetahui pandangan fatwa DSN MUI No. 110/DSN-
MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli rongsokan keliling di Desa 
Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto 
 
                                                          
23 Hanan Umi Faijah, “Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi 
Kasus di UD. Wijaya Mandiri Desa Kaliori Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas)”, 
(Skripsi--IAIN Purwokerto, 2016). 
24 Sumiyati, “Praktik Jual Beli Barang Rongsokan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di 
Desa Cabean Kunti Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali)”, (Skripsi--Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2007). 
 


































F. Kegunaan Hasil Penelitian 
1. Teoretis 
       Hasil dari penelitian ini dengan harapan bisa berguna dan bermanfaat 
untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, 
memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada. Dan berharap 
bisa menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum 
ekonomi syariah terlebih untuk penelitian selanjutnya terkait praktik jual 
beli rongsokan keliling sebagai koreksi agar penelitian selanjutnya lebih 
terarah. 
2. Praktis 
a. Bagi Penjual Rongsokan Keliling (Masyarakat) 
       Memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal ini yaitu 
penjual barang rongsokan supaya lebih mengerti dalam melakukan jual 
beli rongsokan yang selaras dengan syara’ atau hukum Islam. 
b. Bagi Pembeli Rongsokan (Tukang Rongsok Keliling) 
       Berharap bisa menjadi masukan dalam menjalankan suatu bisnis di 
bidang ekonomi dengan menerapkan hukum Islam yang berlaku 
sehingga tidak menimbulkan kecurangan dan penipuan. 
 
G. Definisi Operasional 
       Definisi operasional dilakukan untuk menjelaskan atau menerangkan 
istilah-istilah pada judul skripsi supaya tidak ada perbedaan persepsi. Maka, 
definisi operasional dalam penelitian ini yaitu: 
1. Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 merupakan salah satu 
penjelasan tentang hukum Islam terkait dengan akad jual beli yang disusun 
secara rinci dan sistematis sebagai pedoman untuk seluruh umat islam agar 
ketika mempraktikkan jual beli sesuai dengan rukun dan syaratnya. 
2. Jual beli adalah kegiatan dari para pihak yang melakukan pertukaran 
sesuai dengan kesepakatan bersama. 
3. Rongsokan keliling ialah barang yang sudah rusak sama sekali yang dijual 
ke tukang rongsok keliling. 
 



































H. Metode Penelitian 
       Merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, 
terencana, terstruktur, dan sistematis yang mempunyai tujuan tertentu baik 
secara praktis maupun teoretis, sehingga nantinya akan diperoleh pemahaman 
atas suatu isu topik tertentu.25 
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 
       Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian 
lapangan (field research), yakni peneliti akan terjun secara langsung ke 
lokasi yang diteliti, melibatkan diri dengan masyarakat setempat yakni 
masyarakat Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto 
untuk memperoleh data yang dibutuhkan.  
       Sedangkan, jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu deskriptif kualitatif dengan analisis deduktif, yakni dengan 
menuangkan fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 untuk 
menganalisis praktik jual beli rongsokan keliling di Desa Tinggarbuntut 
Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. 
2. Data yang Dikumpulkan 
       Data ialah fakta, informasi, atau keterangan yang dikumpulkan oleh 
peneliti untuk memecahkan suatu permasalahan atau menjawab pertanyaan 
penelitian.26 Berikut data yang akan dihimpun oleh peneliti: 
a. Lokasi penelitian jual beli rongsokan keliling 
b. Data terkait praktik jual beli rongsokan keliling 
c. Data terkait alasan pembeli (tukang rongsok keliling) membeli barang 
rongsokan serta penjual mengumpulkan barang rongsokan yang 
kemudian menjualnya 
d. Data tentang fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang 
akad jual beli 
                                                          
25 Conny R Semiawan, Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya 
(Grasindo), 5. 
26 Sandu Siyoto dan Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Literasi Media, 2015), 
67. 
 


































3. Sumber Data 
       Data penelitian jika dilihat dari sumbernya terdapat dua macam yakni 
primer dan sekunder.27 Berikut penjabaran terkait sumber data yang 
didapatkan oleh peneliti: 
a. Sumber Data Primer 
       Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penjual 
rongsokan keliling (masyarakat) dan pembeli rongsokan (tukang 
rongsok keliling) di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten 
Mojokerto. 
b. Sumber Data Sekunder 
       Sumber data sekunder diperoleh dari pihak yang tidak terkait 
langsung dengan penelitian yang sedang berlangsung. Sumber data 
sekunder bisa diperoleh dari buku, Fath}ul Mu’i>n, Fath}ul Qari>b, 
Fiqh Sunnah, jurnal, Fatwa DSN MUI, dan sumber tertulis lain yang 
berhubungan dengan penelitian. 
4. Subjek Penelitian 
       Subjek dalam penelitian mengacu (merujuk) pada informan yang akan 
dimintai informasi atau digali datanya.28 Adapun subjek penelitian ini ialah 
penjual rongsokan (masyarakat) dan pembeli rongsokan (tukang rongsok 
keliling) di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten 
Mojokerto. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data dilakukan oleh peneliti untuk 
mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 
Berikut ini beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 
penelitian: 
a. Observasi 
       Observasi merupakan teknik pengamatan yang lebih dipilih karena 
peneliti bisa melihat, mendengar, dan merasakan informasi secara 
                                                          
27 Ibid., 67-68. 
28 Muh. Fitrah dan Luthfiyah, Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & 
Studi Kasus (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 152. 
 


































langsung.29 Dalam melakukan observasi, peneliti mengamati langsung 
praktik jual beli rongsokan keliling di Desa Tinggarbuntut Kecamatan 
Bangsal Kabupaten Mojokerto. 
b. Wawancara 
       Wawancara merupakan interaksi tanya jawab antara pewawancara 
dengan narasumber untuk mendapatkan suatu informasi yang 
dibutuhkan. Wawancara dilakukan kepada para pihak yang 
bersangkutan sebagaimana yang telah tercantum di dalam sumber data 
primer. 
c. Dokumentasi 
       Dokumentasi merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data 
yang juga penting untuk dilakukan pada penelitian kualitatif guna 
memperoleh hasil penelitian yang lebih valid. Dokumentasi bisa berupa 
tulisan, foto, dan lain-lain. 
6. Teknik Pengolahan Data 
       Ini merupakan langkah selanjutnya setelah melakukan pengumpulan 
data. Semua data yang sudah terkumpul melalui proses pengumpulan data 
nantinya akan diolah menggunakan cara dibawah ini:  
a. Editing, ialah proses pemeriksaan atau pengecekan kembali data yang 
telah terkumpul. Seperti data hasil dari melakukan observasi, 
peyeleksian foto, dokumen, dan catatan lainnya. 
b. Organizing, ialah penyusunan dan pengaturan kembali data yang  sudah 
diperoleh secara sistematis dan terstruktur, sehingga hasil suatu 
gambaran dan bahan penelitian terlihat jelas yang nantinya dapat  
mempermudah dalam memahaminya. 
c. Analyzing, ialah kegiatan menguraikan serta menelaah suatu 
permasalahan untuk memperoleh pemahaman terhadap arti keseluruhan 
atau pemahaman baru. 
7. Teknik Analisis Data 
                                                          
29 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif (Sukabumi: CV Jejak, 
2018), 110. 
 


































a. Deskriptif Analisis 
       Yaitu data yang diperoleh dari penelitian di analisis menggunakan 
deskriptif analisis yakni melalui cara pengutaraan, penguraian serta 
penjelasan data yang sudah terkumpul. Analisis deskriptif juga memberi 
gambaran secara umum terkait objek penelitian secara sistematis 
(teratur), faktual dan akurat dalam praktik jual beli rongsokan keliling 
di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto yang 
kemudian dianalisis menurut fatwa DSN MUI No. 110/DSN-
MUI/IX/2017. 
b. Pola Pikir Deduktif 
       Yaitu dengan menjelaskan landasan teori tentang jual beli dalam 
Islam dan fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 yang 
kemudian digunakan untuk menganalisis praktik jual beli rongsokan 
keliling di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten 
Mojokerto yang selanjutnya ditarik kesimpulan khusus dari yang 
umum. 
 
I. Sistematika Pembahasan 
       Sistematika pembahasan merupakan uraian yang menggambarkan alur 
logis dari struktur bahasan skripsi yang disusun ke dalam bab-bab yang tiap-
tiap bab terdapat beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasan skripsi 
ini ialah: 
       Bab I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, 
identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 
penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 
dan sistematika pembahasan. 
       Bab II memuat kerangka teoretis atau kerangka konseptual mengenai jual 
beli dalam Islam dan fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017. 
       Bab III memuat hasil penelitian yang berkenaan dengan praktik jual beli 
rongsokan keliling di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten 
Mojokerto. 
 


































       Bab IV merupakan analisis data yang memuat bahasan mengenai analisis 
fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli 
rongsokan keliling di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten 
Mojokerto.  
       Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil 
penelitian dan saran dari penulis. 
 





































A. Jual Beli dalam Islam 
1. Pengertian Jual Beli 
       Jual beli menurut bahasa ialah pertukaran atau tukar menukar.1 
Sedangkan secara istilah Fikih disebut al-bay’i (البيع) yang artinya menjual, 
mengganti dan saling menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.2 
Adapun jual beli menurut syara’ yaitu tukar menukar harta dengan harta 
yang lain dengan cara tertentu.3 KHES Buku II Bab I Pasal 20 Ayat (2) 
mengartikan bai’ dengan jual beli antara benda yang satu dengan benda 
yang lain, atau tukar menukar benda dengan uang.4 Akad jual beli di dalam 
fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 ialah akad yang dilakukan 
antara penjual dengan pembeli yang mengakibatkan berpindahnya 
kepemilikan seseorang berupa objek yang ditukarkan dan harga.5 
       Definisi jual beli secara terminologi juga dikemukakan oleh para 
ulama, di antaranya: 
a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan mempertukarkan 
harta dengan harta melalui cara khusus, atau bertukar sesuatu yang 
diinginkan dengan yang sebanding melalui cara khusus yang berguna.6 
b. Ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyyah, dan ulama Hanabilah 
mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta ke 
dalam bentuk peralihan hak milik dan kepemilikan.7 
                                                          
1 Moch. Zainul Arifin, Al-Mu>h}ādathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (Surabaya: UINSA 
Press, 2014), 6. 
2 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi Islam (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 13. 
3 Imam al-‘Ala>mah Zaynuddi>n bin ‘Abdul ‘Azi>z bin Zaynuddi>n al-Mali>ba>ri>, Fath}ul 
Mu’i>n (Kairo: Da>rul H}adi>s, 2013), 5. 
4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 15. 
5 DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia), “Fatwa tentang Akad Jual Beli 
No. 110/DSN-MUI/IX/2017”, Https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/3/, diakses pada 28 Desember 
2020. 
6 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi..., 13-14. 
 


































c. Definisi jual beli menurut Sayyid Sabiq ialah tukar menukar harta 
dengan harta atas dasar saling ridho dari kedua belah pihak yang 
berakad atau memindahkan kepemilikan barang dengan pertukaran 
sesuai dengan syariat.8 
       Berdasarkan dari beberapa definisi yang sudah diuraikan, dapat 
disimpulkan bahwasanya jual beli ialah tukar menukar harta dengan harta 
atas dasar keridaan dari para pihak melalui cara yang sudah ditentukan 
oleh syariat. Sedangkan jual beli menurut penulis ialah saling menukar 
barang dengan barang, atau barang dengan uang yang dilakukan oleh para 
pihak atas dasar suka sama suka atau kerelaan dengan memenuhi rukun 
dan syarat yang sudah ditetapkan. 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
       Jual beli menjadi sarana tolong menolong antar sesama umat manusia. 
Jual beli yang dilakukan tidak boleh melanggar hukum syara’ dan tidak 
boleh ada pihak yang merasa dirugikan. Jual beli harus dilakukan secara 
rela (‘antara>dhin)  dimana tidak adanya desakan atau paksaan dari 
berbagai pihak. Jual beli diperbolehkan oleh syariah berdasarkan Al-
Qur’an, sunah, dan ijmak para ulama. Berikut ayat Al-Qur’an, sunah, dan 
ijma’ para ulama yang membahas mengenai jual beli: 
a. Al-Qur’an 
1) Surah Al-Baqarah (2) : 275 
                                                            ...واۗ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرِّبٰ  ُهللاَأَحلَّ وَ ...
       “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba”. (QS. Al-Baqarah ayat  275)9 
2) Surah An-Nisa>’ (4) : 29 
                                                                                                                                                               
7 Ibid., 14. 
8 Sayyid Sa>biq, Fiqh Sunnah (Kairo: Da>rul H}adi>s, 2004) , 898. 
9 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Jakarta: Syaamil Quran, 2009), 47. 
 


































ۡلَباِطِل ِاالَّۤ  اَۡن َتُكۡوَن ِجتَ اَرًة َعۡن تـَرَاٍض  ِ َنُكۡم  ا اَۡمَوالَـُكۡم بـَيـۡ
ُكُلۡوۤ َۡ َٰۤ يـَُّها الَِّذۡيَن ٰاَمنـُۡوا َال 
َ َكاَن ِبكُ ْم َرِحْيماً                                   ّٰ ا اَۡنـُفَسُكمۡ ◌ۗ  ِانَّ ا ۡنُكمۡ ◌ۗ  َوَال تـَۡقتـُُلۡوۤ  مِّ
       “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali 
dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara 
kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha 
Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa>’ ayat 29)10 
b. As-Sunah  
Hadis-hadis Rasulullah SAW terkait jual beli, yakni sebagai berikut: 
يُّ اْلَكْسِب أَْطَيُب ؟ قَاَل: ُسِئَل أَ ملسو هيلع هللا ىلص نَّ النَِّيبَّ َأَعْنُه ُهللا َعْن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع َرِضَي 
اْحلَاِكُم.                    حََّحهُ ٍر) َرَواُه اْلبَـزَّاُر َوصَ وْ وَُكلُّ بـَْيٍع َمربُْ (َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدِه   
       “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi SAW pernah ditanya 
pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab: 
pekerjaan manusia dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang 
dibenarkan”. (HR. al-Bazza>r dan al-H}a>kim).11 
 
َع َرُسوَل َأَعْنُه ُهللا َرِضَي ِهللا َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد   :كَّةَ اَم اْلَفْتِح َوُهَو مبَِ ُقوُل عَ يَـ ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص نَُّه مسَِ
َتِة َهللا نَّ ِإ( َ َرُسوَل ْصنَ َألَواْخلِْنزِْيِر َواَرُسوَلُه َحرََّم بـَْيَع اخلَْمِر َواْلَميـْ  ْيتَ َأرَ َأِهللا, اِم, فَِقْيَل 
َا اجلُلُ  َا السُُّفُن وتُْدَهُن ِ َا ُتْطَلى ِ َّ َتِة فَِا َيـْ
َا النَّاُس؟ فـَقَ  وُد َوَيْسَتْصِبحُ ُشُحوَم امل َل : َال, اِ
تـََعَلى َلمَّا َحرََّم َهللا  نَّ ِإاْليـَُهوَد,  ُهللاِلَك : قَاَتَل ِعْنَد ذٰ ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص َل َرُسوُل اٌم, ُمثَّ قَ اُهَو َحرَ 
ُعوُه فَاََكُلوا َمثَْنُه) ُمتـََّفقٌ , ُشُحوَمَها َمجَُلوهُ  َعَلْيِهمْ  َ                                   َعَلْيِه.ُمثَّ 
       “Dan dari Jabir bin Abdullah r.a. Bahwasannya ia pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika tahun penaklukan kota 
tersebut, (sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli 
khamar, bangkai, babi, dan berhala) lalu beliau ditanya, Wahai 
Rasulullah, apa pendapat engkau tentang lemak bangkai. Ia gunakan 
                                                          
10 Ibid., 83. 
11 Al-H}a>fiz} Ibnu H}ajar Al-‘Asqala>ni>, Bulu>ghul Mara>m  (Surabaya: Nurul Huda), 165. 
 


































untuk mengecat kapal, meminyaki kulit, dan digunakan sebagai sarana 
untuk menyalakan lampu oleh orang-orang? Beliau pun menjawab : 
tidak, ia haram. Setelah itu Rasulullah SAW pun bersabda: semoga 
Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah melarang mereka 
untuk jual beli lemak bangkai, mereka pun memproses dan menjualnya 
lalu memakan hasilnya) Muttafaq ’alaihi.12 
ُتَـَباِيَعانِ ِإ : يـَُقولُ ِهللا ملسو هيلع هللا ىلص َعْنُه َقَل : (مسَِْعُت َرُسَل ُهللا َرِضَي َوَعِن اْبِن َمْسُعٍد 
 َذا اْختَـَلَف امل
َنٌة, فَاْلَقْوُل َربُّ السِّ  نَـُهَما بـَيـْ         ) َرَواُه اخلَْمَسُة, َوَصحََّحُه اْحلَاِكُم.ْو يـَتَـَتارََكانِ َأْلَمِة َولَْيَس بـَيـْ
       “Dan dari Ibnu Mas’ud r.a. yang berkata : (Aku pernah 
mendengar Rasulullah SAW bersabda : Apabila penjual dan pembeli 
berselisih sedangkan keduanya tidak mempunyai bukti yang jelas, maka 
perkataan yang benar adalah apa yang dikatakan pemilik barang, atau 
mereka harus membatalkan transaksi). Diriwayatkan oleh lima Imam, 
dan disahihkan oleh al-Hakim.13 
c. Ijma’ 
       Para ulama muslim telah sepakat terkait kebolehan akan hukum 
jual beli. Ijma’ mengenai diperbolehkannya jual beli akan memberikan 
suatu hikmah bahwasanya kebutuhan hidup manusia berkaitan dengan 
sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Kepemilikan atas sesuatu tidak 
diberikan secara cuma-cuma melainkan dengan memberikan sesuatu 
sebagai pertukaran.14 
3. Hukum Jual Beli 
       Para ulama Fikih menyatakan bahwasanya jual beli itu diperbolehkan 
karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat mencukupi 
kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Maka dari itu, 
mereka perlu hubungan timbal balik dengan manusia lainnya.15 Hukum 
asal dari jual beli itu boleh (mubah), namun disituasi tertentu bisa menjadi 
wajib dan haram. Jual beli akan menjadi wajib apabila terjadinya ihtikar. 
                                                          
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan 
Bisnis Kontemporer (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 65. 
15 Supriadi, Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam (Guepedia, 2018), 19. 
 


































Adapun jual beli hukumnya bisa menjadi makruh sampai dengan haram, 
seperti jual beli yang tidak dapat dimanfaatkan dan tidak bermanfaat.16 
       Terdapat lima macam hukum jual beli dalam islam, yaitu: 
a. Mubah (boleh), yang merupakan asal muasal hukum dari jual beli. 
Rukun dan syarat yang telah terpenuhi bisa dinyatakan sah menurut 
syara’. 
b. Wajib, seperti seorang qadhi (hakim) menjual harta seorang muflis 
(orang yang pailit). 
c. Sunah, seperti menjual suatu barang kepada seseorang yang sedang 
membutuhkan. 
d. Makruh, jual beli yang dilakukan ketika waktu panggilan azan Shalat 
Jumat berkumandang. 
e. Haram, dikatakan haram jika rukun dan syaratnya jual beli yang sudah 
ditetapkan tidak dipenuhi.17 
4. Rukun dan Syarat Jual Beli 
       Jual beli dikatakan sah jika sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. 
Rukun adalah sesuatu hal yang harus ada atau unsur mutlak yang harus 
dipenuhi untuk sahnya suatu hal, peristiwa, dan tindakan. Sedangkan 
pengertian syarat ialah ketentuan atau peraturan, petunjuk pelengkap yang 
harus dilakukan.18 
a. Rukun 
       Terdapat adanya perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah 
dengan para jumhur ulama dalam menentukan rukun dari jual beli. 
Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu yaitu sighat 
(ijab kabul).19 Ijab artinya perkataan atau perbuatan membeli dari 
pembeli. Sedangkan kabul artinya perkataan atau perbuatan menjual 
dari penjual. Dilihat dari pendapat ulama Hanafiyah bahwa yang 
                                                          
16 Ibid. 
17 Ibid., 20. 
18 Eko Endarmoko, Tesaurus Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2007), 625. 
19 Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya) (Banda Aceh: 
Yayasan PeNa, 2014), 30. 
 


































menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan para pihak pada saat 
melakukan transaksi. Namun, kerelaan itu tidak dapat dilihat secara 
langsung dengan panca indera karena kerelaan terletak di dalam hati 
masing-masing pihak. Oleh karena itu, untuk mengetahui kerelaan dari 
kedua belah pihak bisa ditunjukkan dengan cara melakukan ijab dan 
kabul.20 
       Adapun rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama, di 
antaranya:21 
1) Al-Muta’a>qidi>na (para pihak yang melangsungkan akad) 
2) Al-Ma’qu>du ‘Alayhi (objek yang dipertukarkan) 
3) Ada nilai tukar pengganti barang 
4) Shi>ghat (lafal ijab kabul) 
b. Syarat 
Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut: 
1) Syarat terkait pihak yang berakad 
a) Para pihak yang melakukan akad merupakan orang yang berakal 
dan mumayiz. Akad yang dilakukan oleh anak kecil yang belum 
mumayiz, orang gila dan orang yang mabuk dianggap tidak sah.22 
b) Orang yang berakad ialah orang yang berbeda.23 Seseorang tidak 
boleh bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu 
yang bersamaan. 
2) Syarat terkait barang yang diperjualbelikan 
a) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci 
b) Barang yang diperjualbelikan ada pada saat akad berlangsung 
c) Barang yang diperjualbelikan bisa dimanfaatkan dan bermanfaat. 
Sesuatu seperti khamar, bangkai, babi dan lain-lain yang dilarang 
oleh syara’ tidak sah sebagai objek jual beli 
                                                          
20 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 70.  
21 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi..., 16. 
22 Syaikh Sulaiman bin Amad bin Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fiqh Sunnah (Achmad Zaeni 
Dachlan) (Depok: Senja Media Utama), 596. 
23 Abdul Rahman Ghazaly, et.al., Fiqh Muamalat (Jakarta: Kencana, 2010), 72. 
 


































d) Barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual sepenuhnya. 
Tidak boleh memperjualbelikan barang yang bukan milik sendiri. 
Tetapi, jika wali dari pemilik barang tersebut mengizinkan untuk 
menjual barangnya maka akad jual beli seperti ini dinyatakan sah 
e)  Barang dapat diserahterimakan ketika akad atau pada waktu yang 
sudah sesuai dengan kesepakatan.24 
3) Syarat terkait nilai tukar barang 
Terkait dengan nilai pengganti barang para ulama Fikih 
membedakannya menjadi dua yaitu at-tsaman dan as-si’ir. At-
tsaman ialah harga pasar yang berlaku dimasyarakat secara nyata, 
sedangkan as-si’ir ialah modal barang yang diperoleh pihak penjual 
sebelum dijual ke pembeli. Oleh karena itu, terdapat dua harga 
barang yakni harga yang ada diantara sesama penjual, dan harga 
antara penjual dengan pembeli.25 
Berikut syarat-syarat terkait ats-tsaman yang dikemukakan oleh para 
ulama Fikih, yakni:26 
a) Jumlah dari harga yang disepakati antar pihak haruslah jelas 
b) Diperbolehkan untuk diserahkan ketika berlangsungnya akad 
meskipun nanti pembayarannya menggunakan cek dan kartu 
kredit. Jika pembayaran dilakukan dikemudian hari, maka untuk 
waktu pembayarannya harus sudah pasti dan jelas 
c) Apabila jual beli dilakukan dengan menukarkan barang yang satu 
dengan yang lain, maka barang yang menjadi nilai tukar bukanlah 
barang yang dilarang (diharamkan) oleh syara’. Misalnya khamar, 
babi, dan barang lainnya yang sudah dinyatakan keharamannya. 
4) Syarat terkait sigot (ijab kabul) 
Unsur kerelaan atau keridhaan para pihak menjadi unsur utama jual 
beli yang telah disepakati oleh para ulama Fikih. Kerelaan dapat 
                                                          
24 Syaikh Sulaiman bin Amad bin Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fiqh Sunnah..., 597. 
25 Abdul Rahman Ghazaly, et al., Fiqh Muamalat..., 76. 
26 Ibid., 77. 
 


































terlihat dari pelaksanaan ijab dan kabul. Ulama-ulama Fikih 
menjelaskan terkait syarat ijab kabul di antaranya: 
a) Seseorang yang melakukan ijab kabul ialah orang yang berakal 
sehat dan sudah balig 
b) Antara ijab dan kabul haruslah sesuai. Jika hal tersebut tidak 
adanya kesesuaian, maka jual beli di antara para pihak tidaklah 
sah. 
c) Pelaksanaan ijab kabul dilakukan si satu tempat (majlis).27 
5. Macam-Macam Jual Beli 
       Jual beli di dalam Fikih Islam dibagi menjadi tiga macam, di 
antaranya yaitu jual beli ditinjau dari segi objek yang diperjualbelikan, 
cara menetapkan harga, dan cara pembayaran.28 
a. Jual beli dilihat dari segi objek yang diperjualbelikan 
Jual beli ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 
1) Jual beli al-mut}laqah, ialah tukar menukar suatu barang atau jasa 
dengan menggunakan alat pertukaran yang sudah disepakati seperti 
uang. 
2) Jual beli al-s}arf, ialah jual beli mata uang asing dengan mata uang 
asing lainnya. 
3) Jual beli al-muqayyadah, ialah pertukaran seacara barter yakni 
barang dengan barang, atau tukar menukar barang dengan barang 
yang dinilai dengan valuta asing (counter trade). 
b. Jual beli dilihat dari segi cara menetapkan harga 
Jual beli ini dibagi menjadi 4 (empat), diantaranya: 
1) Jual beli al-musa>wamah (tawar-menawar), ialah jual beli di mana 
harga pokok dan keuntungannya tidak diberitahukan oleh pihak 
penjual. 
                                                          
27 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi..., 17-18. 
28 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 76-78. 
 


































2) Jual beli al-ama>nah, ialah jual beli yang modal awalnya 
diberitahukan oleh penjual kepada pembeli. Berikut tiga macam jual 
beli amanah, yaitu: 
a) Jual beli mura>bah}ah, ialah jual beli di mana penjual 
menyebutkan harga jual (menyebutkan harga asal/pokok 
ditambah keuntungan yang diambil) kepada pembeli. 
b) Jual beli muwadhaah, ialah jual beli yang mana pihak penjual 
menjual barangnya dengan harga yang lebih rendah dari harga 
beli, atau dengan melakukan pemotongan harga (discount). 
c) Jual beli tauliyah, ialah jual beli di mana penjual menetapkan 
harga jual dan harga beli dengan harga yang sama (tanpa adanya 
untung dan rugi). 
3) Jual beli bithaman ‘aji>l (ditangguhkan), ialah jual beli yang 
pembayarannya ditangguhkan dan tidak tunai (dicicil). 
4) Jual beli muza>yadah (lelang), ialah jual beli yang dilakukan 
melalui proses tawar menawar, kemudian yang dipilih sebagai 
pembeli yaitu yang menawarnya dengan harga tertinggi. Sedangkan 
lawan kata dari jual beli tersebut yaitu jual beli muna>qas}ah, yang 
artinya jual beli yang dilakukan melalui proses tawar menawar, yang 
mana pihak pembeli akan membeli barang tersebut dari pihak 
penjual yang menawarkan harga terendah (paling murah). 
c. Jual beli dilihat dari segi cara pembayarannya 
Jual beli ini dikelompokkan menjadi 4 (empat), yakni: 
1) Jual beli yang penyerahannya dan pembayarannya dilakukan secara 
langsung. 
2) Jual beli dengan pembayaran tertunda. Dalam hal ini barang akan 
diserahkan secara langsung, sedangkan pembayarannya dilakukan 
dikemudian dan dapat juga dibayar dengan cara diangsur.  
3) Jual beli dengan penyerahan barang yang tertunda, terdiri dari: 
a) Jual beli salam, ialah jual beli bentuk pesanan dengan spesifikasi 
barang tertentu dengan pembayaran dibayarkan dimuka, dan 
 


































penyerahan barangnya diserahkan pada waktu yang sudah 
ditentukan. 
b) Jual beli istis}na>’, ialah  jual beli dalam bentuk pesanan dengan 
spesifikasi barang tertentu yang pembayarannya bisa dilakukan 
secara tunai atau bertahap sesuai dengan kesepakatan para pihak. 
4) Jual beli yang penyerahan barangnya dan pembayaran barangnya 
dilakukan secara tertunda. 
6. Bentuk-Bentuk Jual Beli 
       Ulama Hanafiyah mengelompokkan jual beli menjadi 3 (tiga) bentuk 
jika dilihat dari segi tindakannya yaitu jual beli sahih, jual beli batal dan 
jual beli fasid.29 
a. Jual beli yang sahih 
Jual beli dapat dikatakan sahih jika sesuai dengan syari’at, yakni telah 
terpenuhi rukun dan syaratnya. Contohnya, seseorang membeli sepeda 
dengan terpenuhinya semua yang menjadi rukun dan syarat jual beli. 
Pembeli ketika memeriksa sepeda tersebut tidak terdapat kecacatan atau 
kerusakan, tidak ada manipulasi terkait harga, harga sepeda telah 
diserahkan, dan tidak ada lagi hak khiar.  
b. Jual beli yang batal 
Jual beli bisa dikatakan menjadi jual beli yang batal jika tidak 
terpenuhinya salah satu atau seluruhnya rukun dan syarat jual beli. 
Berikut ini bentuk-bentuk dari jual beli yang batal:30 
1) Jual beli barang yang tidak berada di tempat, yaitu barang tersebut 
tidak bisa dilihat atau disaksikan secara langsung oleh pihak-pihak 
yang bertransaksi. Jual beli seperti ini hukumnya tidak boleh.31 
Misalnya, memperjualbelikan anak kambing yang masih berada di 
dalam kandungan induknya. 
                                                          
29 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi..., 25. 
30 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 171. 
31 Shaykh Muh}ammad bin Qa>sim al-Ghazi>, Fath}ul Qari>b (Surabaya: Darul Abidin), 30. 
 


































2) Jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan kepada pihak 
pembeli. Contohnya, jual beli burung peliharaan yang terlepas dari 
sangkar dan terbang ke udara. 
3) Jual beli yang di dalamnya mengandung unsur penipuan. Seperti jual 
beli anggur dengan cara menumpuknya, di mana anggur paling atas 
sangat bagus dan manis sedangkan yang berada di tengah tumpukan 
banyak yang busuk. 
4) Jual beli barang yang najis. Misalnya babi, bangkai, khamar, dan 
darah. 
5) Jual beli al-‘urbu>n, ialah jual beli yang mana pembeli membayar 
uang muka dengan ketentuan jika jual beli jadi dilakukan maka 
pihak pembeli akan melakukan pembayaran dengan harga sesuai 
kesepakatan. Namun apabila pembeli tidak meneruskan jual beli, 
maka uang tersebut akan menjadi milik penjual sepenuhnya.32 
6) Jual beli air laut, sungai, danau atau air milik bersama bukan milik 
perorangan. 
c. Jual beli yang fasid 
Terkait jual beli ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama 
Hanfiyah dengan para jumhur ulama. Ulama Hanafiyah membedakan 
antara jual beli yang fasid dengan jual beli yang batal. Sedangkan para 
jumhur ulama tidak membedakan antara keduanya. Menurut ulama 
Hanafiyah jika yang rusak itu mengenai objek yang diperjualbelikan, 
maka hukumnya batal. Namun, jika yang rusak itu terkait harga barang 
dan masih dapat diperbaiki, maka itu termasuk ke dalam jual beli yang 
fasid.33 
7. Jenis-Jenis Jual Beli yang Dilarang 
       Agama islam menganjurkan umat manusia melakukan akad jual beli, 
namun islam juga melarangnya apabila hal tersebut melanggar ketentuan 
syara’. Berikut jual beli yang dilarang oleh syariat, seperti: 
                                                          
32 Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori dan Implementasi 
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 131. 
33 Muhammad Yazid, Fiqh Muamalah Ekonomi..., 29. 
 


































a. Jual beli garar (غرر), yaitu jual beli yang tidak adanya kejelasan dan 
bersifat spekulasi. 
b. Jual beli al-mula>qi>h} (املالقيح), yaitu jual beli janin yang masih 
berada di dalam rahim hewan.34 
c. Jual beli al-mud}a>mi>n املضامني)( , yaitu jual beli sperma yang berada 
pada tulang punggung kuda.35 
d. Jual beli al-muh}a>qalat  yaitu jual beli buah yang masih , (احملاقلت)
berupa putik yang belum layak untuk dikonsumsi.36 
e. Jual beli al-mukha>barah (املخابرة), yaitu bermuamalah dengan 
penggunaan tanah gembur yang kemudian memberikan imbalan dari 
apa yang sudah dihasilkan oleh tanah tersebut.37 
f. Jual beli ath-thunaya> (الثنيا), yaitu jual beli beberapa barang yang 
disertai dengan pengecualian yang tidak jelas.38 
g. Jual beli ‘asb al-fah}l (عسب الفحل), yaitu jual beli sperma hewan 
pejantan yang dibiakkan di dalam rahim hewan betina.39 
h. Jual beli al-mula>masat (املالمست), yaitu jual beli yang menjadikan 
sentuhan objek yang dijual sebagai jual beli dan pembeli tidak 
mendapatkan hak khiar.40 
                                                          
34 Ikit, et al., Jual Beli dalam Perspektif Ekonomi Islam (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 108. 
35 Ibid. 
36 Ibid., 113. 
37 Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori..., 130. 
38 Ibid. 
39 Ikit, et al., Jual Beli Dalam..., 106. 
40 Ibid., 109. 
 


































i. Jual beli al-muna>badhah (املنابذة), yaitu jual beli di mana masing-
masing dengan melemparkan objek jual tersebut kepada yang lain, 
namun masing-masing dari mereka tidak mengetahui barangnya.41 
j. Jual beli al-‘urba>n (ن  yaitu pihak pembeli membayar uang muka ,(العر
dengan ketentuan apabila jual beli jadi dilakukan, maka pihak pembeli 
melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang sudah disepakati. 
Namun apabila pembeli tidak jadi melanjutkan jual beli tersebut, maka 
uang muka sepenuhnya akan menjadi milik penjual.42 
k. Jual beli ar-rukba>n (الركبان), yaitu jual beli suatu barang yang mana 
pembeli menahan (mencegat) penjual sebelum sesampainya ia di pasar 
serta belum mengetahui harga yang ada di pasaran.43 
l. Jual beli al-mus}arah (املصرة), yaitu jual beli susu pada hewan ternak di 
mana penjual menahan susu tersebut agar terlihat gemuk dan 
mempunyai banyak susu.44 
m. Jual beli as}-s}ubrah (الصربة), yaitu jual beli dengan cara menumpuk 
barang dimana bagian barang yang ada di luar terlihat lebih bagus 
dibandingkan barang yang ada dibagian dalam.45 
n. Jual beli an-najshu (النجش), yaitu menaikkan penawaran harga barang 
yang dilakukan oleh seorang pembeli, namun dia sendiri tidak 
bermaksud membelinya melainkan untuk menjerumuskan pembeli lain 
agar membeli barang tersebut dengan harga tinggi.46 
8. Jual Beli Garar 
                                                          
41 Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah Teori..., 130. 








































       Jual beli diperbolehkan berdasarkan Al-Quran dan sunah. Namun, ada 
beberapa jual beli yang Allah dan Rasul Nya telah haramkan. Seperti jual 
beli garar. Hal ini dilarang dan hukumnya tidaklah sah karena rukun dan 
syarat yang sudah ditetapkan tidak terpenuhi. Jual beli garar merupakan 
jual beli dengan tidak adanya kejelasan dan bersifat spekulasi.47 Jual beli 
seperti ini akan membuat salah satu pihak yang bertransaksi dirugikan, 
bisa dari pihak penjual maupun pembeli. 
       Jual beli garar dapat dikelompokkan menjadi tiga macam. Pertama, 
bay’i ma’du>m adalah jual beli yang barangnya tidak ada atau hanya 
fiktif. Kedua, bay’i ma’juz al-tasli>m adalah jual beli yang barangnya 
tidak dapat diserahterimakan. Ketiga, bay’i ma>ju>l adalah jual beli yang 
kuantitas barang, kualitas barang, dan harga barang tidak diketahui.48 
9. Khiar dalam Jual Beli 
        Khiar adalah hak untuk memilih apakah akan tetap melanjutkan atau 
membatalkan.49 Khiar pada jual beli dalam agama islam ialah 
diperbolehkannya memilih apakah jual beli akan diteruskan atau jual beli 
akan dibatalkan.50 Terdapat tiga jenis khiar, antara lain: 
a. Khiar majlis, yaitu hak pilih untuk tetap meneruskan atau membatalkan 
traksaksi selama para pihak masih ada di tempat terjadinya akad 
(majelis).51 
b. Khiar syarat, yaitu kondisi dimana di dalamnya terdapat syarat khiar 
yang dilakukan baik oleh penjual maupun pembeli.52 Contohnya, 
seorang penjual mengatakan “saya menjual mobil pick up ini dengan 
harga 200 juta dengan syarat khiar selama 3 hari”. 
                                                          
47 Wasilatur Rohmaniyah, Fiqih Muamalah Kontemporer (Pamekasan: Duta Media, 2019), 55. 
48 Ardito Bhinadi, Muamalah Syar’iyyah Hidup Barokah (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 85. 
49 Syaikh al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Qosim al-Ghozi, Fathul Qorib 3 Bahasa (Ibnu 
Abi Zain) Jilid 1 (Kediri: Zamzam Sumber Air Mata Ilmu, 2016), 304. 
50 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., 83. 
51 Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Terjemah Fat-hul Mu’in (Abul Hiyadh) Jilid 
2 (Surabaya: Al-Hidayah), 220. 
52 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., 83. 
 


































c. Khiar ‘aib, yaitu jika pembeli membeli barang dan ternyata barang 
tersebut terdapat adanya kecacatan maka pembeli mempunyai hak 
untuk barang tersebut dikembalikan kepada pihak penjual.53 
10. Hikmah Jual Beli 
       Manusia melakukan jual beli dikarenakan transaksi tersebut dalam 
syariat hukumnya halal. Sesuatu hal yang dihalalkan oleh Allah SWT pasti 
mempunyai hikmah. Berikut hikmah disyariatkannya jual beli pertama, 
mencari karunia Allah SWT dengan menggunakan cara yang dihalalkan. 
Kedua, kebutuhan manusia akan terpenuhi dengan adil. Ketiga, kepuasan 
dari masing-masing pihak akan terpenuhi dengan cara yang halal.54 Oleh 
karena itu, islam mengatur permasalahan transaksi jual beli secara rinci 
dan jelas. Sehingga manusia bisa bertransaksi sesuai dengan syariat. 
11. Kaidah Fikih Jual Beli 
       Kaidah Fikih (qawa>’idu fiqhiyyah) merupakan salah satu cabang dari 
ilmu ushul Fikih. Kata kaidah berasal dari bahasa arab yakni qâ’idah 
 Dalam kamus lengkap .(قواعد) yang jamaknya ialah qawa>’idu ,(قاعدة)
bahasa Indonesia modern kaidah yaitu perumusan dari asas-asas yang 
menjadi hukum, aturan tertentu, patokan, dan dalil dalam ilmu.55 Adapun 
pengertian kaidah secara istilah yaitu ketentuan-ketentuan umum yang 
dengan itu dapat diketahui ketentuan-ketentuan terkait rinciannya.56 
Sebagian fukaha (ahli Fikih) mengartikan kaidah sebagai dasar-dasar yang 
dibuat ke dalam susunan kalimat ringkas yang memuat hukum-hukum 
syara’ yang sifatnya terperinci.57  
       Dari beberapa definisi mengenai kaidah, maka dapat disimpulkan dan 
dipahami bahwa kaidah merupakan patokan yang sudah tersusun secara 
ringkas dan bersifat universal sehingga mampu mencakup semua cabang-
                                                          
53 Hariman Surya Siregar dan Kokok Khoerudin, Fikih Muamalah Teori..., 132. 
54 Ardito Bhinadi, Muamalah Syari’iyyah Hidup..., 73-74. 
55 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern (Jakarta: Pustaka Amani), 157. 
56 M Quraish Shihab, Kaidah Tafsir (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 6. 
57 M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam (Malang: UB 
Press, 2017), 3. 
 


































cabangnya atau cabang permasalahannya. Ada pula pengertian kaidah 
yang penulis pahami yaitu patokan, aturan yang digunakan oleh manusia 
sebagai pedoman dalam berperilaku dan bertindak. 
       Adapun kata selanjutnya yaitu kata Fikih. Secara etimologi, Fikih 
adalah pemahaman, penjelasan. Sedangkan secara istilah, Fikih merupakan 
ilmu mengenai halal dan haram, ilmu syari’at, dan hukum.58 Imam Syafi’i 
juga mengemukakan pengertian Fikih yang dikutip oleh Imam Subki 
bahwa Fikih ialah ilmu yang membahas mengenai hukum syara’ terkait 
dengan semua perbuatan manusia yang didapat dari dalil-dalilnya yang 
terperinci.59 
       Beberapa definisi Fikih yang telah dikemukakan bisa diambil 
kesimpulan bahwasanya Fikih ialah aturan hukum mengenai kegiatan yang 
ada di hidup manusia dalam berinteraksi dengan sesama, bertindak, dan 
bersikap. Sedangkan penulis menyimpulkan bahwa Fikih merupakan ilmu 
syari’at yang pembahasannya terkait hukum yang ada dikehidupan 
manusia, dari mulai kehidupan masing-masing individu, kelompok, 
maupun dengan Tuhannya. 
       Setelah masing-masing pengertian kaidah dan Fikih  diuraikan, maka 
dapat dipahami bahwa kaidah Fikih (qawa>’idu fiqhiyyah) yaitu pedoman, 
patokan atau dasar Fikih yang bersifat universal yang isi materinya 
berkaitan dengan hukum syara’. Kaidah-kaidah Fikih yang terkait dengan 
jual beli banyak dijumpai diberbagai kitab yang telah dikemukakan oleh 
para ulama Fikih. Adapun kaidah-kaidah Fikih yang terkait dengan jual 
beli, di antaranya: 
َغةِ ِإَال َتِصحُّ نَّ اَالْصَل ِيف اْلُعُقوِد ِإ لِصيـْ ِ                                                    الَ 
       “Sesungguhnya hukum asal dalam akad adalah tidak sah kecuali 
dengan ungkapan ijab dan kabul”.60 
 
                                                          
58 Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2011), 4. 
59 Ibid., 5. 
60 Enang Hidayat, Kaidah Fikih Muamalah (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 53. 
 


































       Kaidah ini berkaitan dengan rukun dari jual beli yakni ijab kabul. Jika 
ijab kabul tidak dilaksanakan, maka jual belinya tidak sah. Ijab kabul tidak 
hanya dilakukan dengan ucapan, tetapi bisa juga melalui perbuatan yang 
mengandung atau menunjukkan maksud akad. Setiap sesuatu hal yang 
hakikatnya menunjukkan ijab kabul, maka hal tersebut dianggap sah. 
                                                            اْلُمتَـَعاِقِدْينَ  اَألْصُل ِيف اْلَعْقِد رَِضا
       “Asal mula hukum dalam akad adalah adanya keridaan kedua belah 
pihak”.61 
       Kaidah ini berkaitan dengan syarat sahnya akad jual beli. Oleh sebab 
itu, para pihak tidak diperbolehkan melakukan akad dengan paksaan. 
Keridaan boleh ditunjukkan melalui ijab kabul atau dengan saling serah 
terima barang, yang artinya penjual menyerahkan barangnya kepada 
pembeli dan pembeli menyerahkan nilai tukar barang (uang) tersebut 
kepada penjual. 
ُعُه                                                    وَُكلٌّ الَ  َفَعَة ِفْيِه َال َجيُْوُز ِشرَاُءُه َوَال بـَيـْ َمنـْ  
       “Setiap sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka tidak boleh 
diperjualbelikan”.62 
       Kaidah ini berkaitan dengan keabsahan akad jual beli, yakni objek 
yang diperjualbelikan harus ada manfaatnya. Contoh dari objek yang tidak 
ada manfaatnya seperti binatang cicak, tikus, dan lain-lain. Akan tetapi, 
jika hewan-hewan tersebut diperjualbelikan maka kemanfaatannya harus 
sesuai dengan syariat agama dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. 
Misalnya digunakan di dalam dunia kedokteran sebagai obat dan uji 
percobaan laboratorium. Hewan tersebut boleh diperjualbelikan asalkan 
dibuat untuk obat luar tubuh dan tidak untuk dimakan kecuali dalam 
keadaan darurat. 
َِِما ُعرْ  َْبَدا ِ ُتَـَبايِِعْنيَ اخلَِياُر َماملَْ يـَتَـَفَرقَا 
فًاَوِلُكلٍّ ِمَن امل  
                                                          
61 Ibid. 
62 Ibid., 57. 
 


































       “Setiap para pihak (penjual dan pembeli) diperbolehkan melakukan 
khiar selama belum berpisah badan menurut adat kebiasaan”.63 
       Kaidah ini berkaitan dengan khiar majlis. Khiar majlis merupakan hak 
untuk memilih bagi para pihak yakni penjual dan pembeli untuk tetap 
meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut selama para pihak belum 
berpisah dari tempat akad berlangsung. 
 
B. Fatwa DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 
       Sejarah berdirinya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 
(DSN-MUI) berawal dari Lokakarya ulama mengenai reksadana syariah yang 
dilaksanakan oleh MUI pusat di Jakarta pada tanggal 29-30 Juli 1997 yang 
mengusulkan perlu adanya sebuah lembaga yang menangani berbagai 
masalah yang berkaitan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS). 
Pengadaan rapat yang diselenggarakan pada 14 Oktober 1997 oleh Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) dengan tim membahas mengenai pembentukan DSN. 
Setelah mengadakan rapat, di tanggal 10 Februari 1999 Dewan Pimpinan 
MUI menerbitkan Surat Keputusan No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang 
Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI. Selanjutnya setelah dibentuk 
DSN-MUI, Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara perkenalan dengan 
Pengurus DSN-MUI pada tanggal 15 Februari 1999 di Jakarta, tepatnya di 
Hotel Indonesia. Pengurus DSN-MUI pada tanggal 1 April 2000 untuk 
pertama kalinya mengadakan rapat pleno I DSN-MUI dengan mengesahkan 
Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah tangga DSN-MUI.64 
       Latar belakang terbentuknya DSN-MUI yakni yang pertama, guna 
mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai persoalan ekonomi serta 
mendorong implementasi ajaran agama Islam dalam bidang 
ekonomi/keuangan agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kedua, 
pembentukan DSN-MUI merupakan langkah yang efisien yang dilakukan 
oleh para ulama dalam merespons persoalan yang berkaitan dengan persoalan 
                                                          
63 Ibid., 58. 
64 DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia), “\Sekilas tentang DSN-MUI”, 
Https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/, diakses pada 28 Desember 2020. 
 


































ekonomi/keuangan. Ketiga, guna mendorong implementasi ajaran Islam di 
dalam kehidupan ekonomi atau keuangan, DSN-MUI akan selalu berperan 
lebih aktif dalam merespons perkembangan yang ada pada masyarakat 
Indonesia dalam bidang ekonomi atau keuangan.65 
       Pengurus DSN MUI terdiri dari para ahli bidang ilmu ekonomi dan Fikih 
Islam, praktisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan perwakilan regulator.66 
Adapun tugas dari DSN-MUI, diantaranya yaitu menetapkan fatwa, 
mengawasi penerapan fatwa, menumbuh kembangkan nilai syariah pada LKS 
dan lembaga ekonomi non keuangan.67 Dalam sistem kegiatan tugas DSN-
MUI dan DPS di setiap LKS ditempatkan di salah satu pelaksana tugas yakni 
sebagai pengawas dalam pelaksanaan fatwa DSN-MUI. 
       DSN-MUI mempunyai enam kewenangan, yaitu pertama, memberikan 
peringatan kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Bisnis 
Syariah (LBS), dan Lembaga Penjamin Syariah (LPS) lainnya untuk 
menghentikan penyimpangan dari fatwa yang sudah diterbitkan oleh DSN-
MUI. Kedua, menyarankan kepada para pihak yang berwenang guna 
mengambil tindakan jika peringatan tidak diperhatikan. Ketiga, membatalkan 
sertifikat syariah untuk LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melanggar. 
Keempat, menyetujui dan/atau menolak atas permohonan LKS, LBS, dan 
LPS lainnya terkait pengusulan penggantian atau pemberhentian Dewan 
Pengawas Syariah (DPS) pada suatu lembaga yang berkaitan. Kelima, 
menyarankan kepada pihak-pihak yang berkaitan guna menumbuh 
kembangkan usaha di bidang keuangan, bidang bisnis, dan bidang ekonomi 
syariah. Keenam, menjalin kerja sama dengan pihak-pihak dalam negeri 
                                                          
65 Ibid. 
66 DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia), “Memasyarakatkan Ekonomi 
Syariah & Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat”, Https://dsnmui.or.id, diakses pada 28 Desember 
2020. 
67 Nur Fathoni, “Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian 
Ekonomi Islam, Volume IV Edisi 1 (Mei, 2013), 63. 
 


































maupun luar negeri guna menumbuh kembangkan usaha di bidang keuangan, 
bidang bisnis, dan bidang ekonomi syariah.68 
       Fatwa DSN-MUI merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan 
Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang membahas mengenai 
berbagai macam akad, ketentuan, produk dan operasional Lembaga Keuangan 
Syariah (LKS). Fatwa dalam kamus lengkap bahasa Indonesia modern berarti 
jawaban, keputusan yang diberikan oleh ahli hukum Islam tentang suatu 
masalah.69 Fatwa juga berarti penjelasan yang diberikan oleh seorang mufti 
atau jika di Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada 
masyarakat mengenai hukum Islam, baik karena adanya sebuah pertanyaan 
maupun tidak adanya suatu pertanyaan. Fatwa-fatwa dari seseorang atau 
lembaga tidak mesti diikuti, tidak ada keharusan untuk melaksanakan sebuah 
fatwa.70 
       Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui hakikat dari berfatwa 
yaitu:  
1. Upaya untuk memberikan suatu penjelasan. 
2. Penjelasan yang diberikan yakni mengenai hukum syara’ yang diperoleh 
dari hasil ijtihad. 
3. Orang yang memberikan penjelasan ialah orang-orang yang ahli di dalam 
bidang yang bersangkutan, sesuai dengan materi yang akan di bahas 
disetiap fatwa. 
4. Penjelasan tersebut ditujukan untuk orang-orang yang belum mengetahui 
mengenai hukum suatu peristiwa (kejadian) yang terjadi.71 
       Cara penetapan fatwa DSN-MUI berpedoman pada Al-Quran, as-sunah, 
ijma’, dan qiyas. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) telah mengeluarkan banyak produk fatwa salah satunya yaitu berkaitan 
                                                          
68 DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia), “\Sekilas tentang DSN-MUI”, 
Https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/, diakses pada 28 Desember 2020. 
69 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa..., 96. 
70 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 
2010), 265-266. 
71 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi..., 261. 
 


































dengan ekonomi syariah yakni tentang jual beli. Hal tersebut diatur dalam 
fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. 
       Terdapat tujuh ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis 
Ulama Indonesia (DSN-MUI) No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual 
beli yakni sebagai berikut: 
Pertama : Ketentuan Umum 
1. Akad jual beli adalah akad antara penjual (al-Bay’ – البيع) dan 
pembeli (al-Mushtari> – املشرتي) yang mengakibatkan 
berpindahnya kepemilikan objek yang dipertukarkan (barang 
atau muthman / mabi’ –   املبيع  – dan harga (thaman (املثمن /
 .(مثن
2. Penjual (al-Bay’) adalah pihak yang melakukan penjualan 
barang dalam akad jual beli, baik berupa orang 
(Shakhs}i>yah t}abi>’i>yah – الشخصية الطبيعية / natuurlijke 
persoon) maupun yang dipersamakan dengan orang baik 
berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum 
(Shakhs}i>yah i’tiba>ri>yah / shakhs}i>yah h}ukmi>yah –  
 .(rechtsperson / الشخصية احلكمية /االعتبارية
3. Pembeli (al-Mushtari>) adalah pihak yang melakukan 
pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang 
(Shakhs}i>yah t}abi>’i>yah / natuurlijke persoon) maupun 
yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum 
maupun tidak berbadan hukum (Shakhs}i>yah i’tiba>ri>yah 
/ shakhs}i>yah h}ukmi>yah / rechtsperson). 
 


































4. Wila>yah as}li>yyah (الوالية األصلية) adalah kewenangan yang 
dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan 
berkedudukan sebagai pemilik. 
5. Wila>yah niya>bi>yyah (الوالية النيابية) adalah kewenangan 
yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan 
berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas 
pemilik. 
6. Muthman / mabi>’ adalah barang atau hak yang dijual, 
muthman / mabi>’ merupakan imbangan atas thaman yang 
dipertukarkan. 
7. Thaman / harga adalah harga sebagai imbangan atas mutsman 
yang dipertukarkan. 
8. Bay’ al-musa>wah (بيع املساومة)  adalah jual beli dengan 
harga yang disepakati melalui proses tawar menawar dan 
ra’sul mal-nya (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang 
diperkenankan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada 
pembeli. Bay’ al-musa>wamah sering disebut dengan jual 
biasa (Al-Bay’ al-‘a>di>yy – البيع العادي). 
9. Bay’ al-ama>nah (بيع األمانة) adalah jual beli yang ra’sul mal-
nya wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. 
10. Bay’ al-muza>yadah (بيع املزايدة) adalah jual beli dengan harga 
paling tinggi yang penentuan harga (thaman) tersebut 
dilakukan melalui proses tawar menawar. 
11. Bay’ al-muna>qas}ah (بيع املناقصة) adalah jual beli dengan 
harga paling rendah yang penentuan harga (thaman) tersebut 
dilakukan melalui proses tawar menawar. 
 


































12. Al-Bay’ al-h}a>l (البيع احلال) terkadang disebut juga dengan 
al-bay’ al-mu’ajjal / naqdan ( البيع املعجل   adalah  (البيع نقدا /
jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara 
tangguh. 
13. Al-Bay’ al-muajjal ( املؤجل البيع ) adalah jual beli yang 
pembayaran harganya dilakukan secara tangguh. 
14. Al-Bay’ bi al-taqsi>t} (لتقسيط  adalah jual beli yang (البيع 
pembayaran harganya dilakukan secara angsur / bertahap. 
15. Bay’ al-salam (بيع السلم) adalah jual beli dalam bentuk 
pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang 
harganya wajib dibayar tunai pada saat akad. 
16. Bay’ al- istis}na’ (بيع االستصناع) adalah jual beli dalam bentuk 
pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu 
yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara 
pemesan (pembeli / mustas}ni’ - املستصنع) dan penjual 
(pembuat / s}ani’ - الصنع). 
17. Bay’ al-mura>bah}ah (بيع املراحبة) adalah jual beli suatu 
barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli 
dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai 
laba. 
Kedua : Ketentuan terkait Sighat al-‘Aqd 
1. Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta 
dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. 
 


































2. Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, 
dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara 
elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
Ketiga : Ketentuan terkait Para Pihak 
1. Penjual (al-bay’) dan pembeli (al-mushtari>) boleh berupa 
orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan 
hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2. Penjual (al-bay’) dan pembeli (al-mushtari>) wajib cakap 
hukum (ahliyah) sesuai dengan syariah dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
3. Penjual (al-bay’) dan pembeli (al-mushtari>) wajib memiliki 
kewenangan (wila>yah) untuk melakukan akad jual beli, baik 
kewenangan yang bersifat as}li>yyah maupun kewenangan 
bersifat niya>bi>yyah, seperti wakil. 
Keempat : Ketentuan terkait Muthman (Mabi’) 
1. Muthman/mabi’ boleh dalam bentuk barang dan/atau 
berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (al-milk al-
ta>m – امللك التام). 
2. Muthman/mabi’ harus berupa barang dan/atau hak yang boleh 
dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) serta boleh 
diperjualbelikan menurut syariah dan perundang-undangan 
yang berlaku. 
3. Muthman/mabi’ harus wujud, pasti/tertentu (املعني), dan dapat 
diserahterimakan (maqdur al taslim) pada saat akad jual beli 
dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang 
dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual 
beli istis}na’. 
 


































4. Dalam hal mabi’ berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan 
sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI no 1/MUNAS 
VII/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Kelima : Ketentuan terkait Thaman 
1. Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti 
pada saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (bay’ 
al-musa>wamah), lelang (bay’ al-muza>yadah), atau tender 
(bay’ al-muna>qas}ah). 
2. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam 
jual beli ama>nah seperti jual beli mura>bah}ah, dan tidak 
wajib dalam selain jual beli ama>nah. 
3. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai 
(al-bay’ al-ha>l), tangguh (al-bay’ al-muajjal), dan 
angsur/bertahap (al-bay’ bi al- taqsi>t}). 
4. Harga dalam jual beli yang tidak tunai (bay’ al-muajjal/bay’ 
al-taqsi>t}) boleh tidak sama dengan harga tunai (al-bay’ al-
ha>l). 
Keenam : Ketentuan Kegiatan dan Produk 
1. Dalam hal akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan 
mura>bah}ah, maka berlaku d}awa>bit} dan hudud 
sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Mura>bah}ah. 
2. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, 
maka berlaku d}awa>bit} dan hudud sebagaimana terdapat 
dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Jual Beli Salam. 
3. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli istis}na’, 
maka berlaku d}awa>bit} dan hudud sebagaimana terdapat 
dalam fatwa DSN-MUI Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
 


































Jual Beli istis}na’ dan Nomor 22/DSN-MUI/III/2002 tentang 
Jual Beli istis}na’  Paralel. 
Ketujuh : Ketentuan Penutup 
1. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-
syaratnya, apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-
syaratnya, maka perjanjiannya batal. 
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika 
terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan 
syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui 
musyawarah. 
3. Penerapan fatwa ini dalam kegiatan atau produk usaha wajib 
terlebih dahulu mendapatkan opini dari Dewan Pengawas 
Syariah dan memperhatikan fatwa-fatwa DSN-MUI terkait. 
4. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan 
jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah 
dan disempurnakan sebagaimana mestinya.72 
 
 
                                                          
72 DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia), “Fatwa tentang Akad Jual Beli 
No. 110/DSN-MUI/IX/2017”, Https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/3/, diakses pada 28 Desember 
2020. 
 





































A. Gambaran Umum Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten 
Mojokerto 
       Desa Tinggarbuntut secara geografis berada di Kecamatan Bangsal 
Kabupaten Mojokerto yang berjarak 7 km dari pusat Ibukota Mojokerto dan 
12 km dari pusat Ibukota Kabupaten Mojokerto. Desa Tinggarbuntut terbagi 
menjadi 2 dusun yaitu Dusun Tinggar dan Dusun Buntut, serta terdapat 3 RW 
dan 14 RT. Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto 
berbatasan langsung dengan wilayah Utara yaitu Desa Kwatu, sebelah Selatan 
yaitu Desa Salen, sebelah Timur yaitu Desa Leminggir, dan sebelah Barat 
yaitu Desa Jumeneng. Topografi Desa Tinggarbuntut merupakan dataran 
rendah dengan curah hujan rata-rata 1.703 dan suhu udara dengan rata-rata 
35oC.1 
       Potensi sumber daya manusia yang ada di Desa Tinggarbuntut 
Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto yakni 668 KK dengan total 
penduduk 1.843 jiwa yang terdiri dari 923 jiwa laki-laki dan 920 jiwa 
perempuan. Mayoritas masyarakat beraliran kepercayaan agama Islam dan 
berkewarganegaraan Indonesia. Mata pencaharian pokok yang ada di desa 
tersebut yakni sebagai petani, buruh tani, pedagang, Pegawai Negeri Sipil 
(PNS), peternak, perawat swasta, pembantu rumah tangga, karyawan 
perusahaan swasta, purnawirawan/pensiunan, dan sopir.2 
       Tingkatan pendidikan yang ada di Desa Tinggarbuntut Kecamatan 
Bangsal Kabupaten Mojokerto yang belum masuk TK terdiri dari 10 orang 
laki-laki dan 14 orang perempuan, yang pernah SD tetapi tidak tamat 
                                                          
1 Suji Andoko, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Akhir Tahun 2020 
Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kecamatan Bangsal Desa Tinggarbuntut (Tinggarbuntut, 
2020), 4. 
2 Abdul Kholiq, Profil Desa Potensi Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten 
Mojokerto (2020), 7-8. 
 


































sebanyak 27 orang laki-laki dan 35 orang perempuan, tamat SMP/sederajat 
sebanyak 115 orang laki-laki dan 120 orang perempuan, tamat SMA/sederajat 
terdiri dari 257 orang laki-laki dan 289 orang perempuan, tamat S1/sederajat 
terdiri dari 98 orang laki-laki dan 102 orang perempuan.3 
       Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti melakukan tugas 
pelayanan, melakukan pembangunan pada desa, melakukan pembinaan dan 
pemberdayaan kepada masyarakat perlu dibentuk suatu struktur organisasi. 
Berikut struktur organisasi yang ada di Desa Tinggarbuntut Kecamatan 
Bangsal Kabupaten Mojokerto, diantaranya: 
1. Suji Andoko sebagai Kepala Desa 
Tugas dan kewajiban: 
a. Menjadi pemimpin dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai 
dengan kebijakan-kebijakan yang sudah disusun bersama-sama dengan 
BPD 
b. Mengajukan terkait rancangan peraturan yang ada di desa 
c. Menetapkan peraturan-peraturan desa yang sudah disetujui oleh BPD 
d. Melakukan penyusunan serta pengajuan terkait rancangan peraturan 
desa yang berhubungan dengan APBD desa yang nantinya akan dibahas 
dan ditetapkan dengan BPD 
e. Melakukan pembinaan kehidupan para masyarakat desa 
f. Membina perekonomian desa 
g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 
h. Memelihara ketenteraman serta ketertiban masyarakat desa 
i. Mendamaikan masyarakat desa jika terjadi perselisihan 
j. Menjadi perwakilan desa di dalam pengadilan dan di luar pengadilan 
serta dapat menunjuk kuasa hukum sebagai perwakilan atas dirinya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
k. Menjaga adat istiadat yang ada pada desa agar tetap lestari 
2. Edi Purwanto sebagai Sekretaris Desa 
Tugas dan kewajiban: 
                                                          
3 Ibid., 7. 
 


































a. Menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan di desa serta melayani teknis administrasi kepala desa 
dan tugas lain yang diberikan kepala desa 
b. Dalam melaksanakan tugasnya yang dimaksud pada poin b, sekretaris 
desa mempunyai beberapa fungsi yaitu: 
1) Mengumpulkan, mengola, dan menginventarisir data administrasi 
pemerintahan desa 
2) Mengumpulkan bahan dan menyusun rencana kegiatan 
pemerintaham desa 
3) Melaksanakan segala urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan 
pelaporan 
4) Melaksanakan urusan terkait keuangan 
5) Melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan 
6) Melaksanakan urusan rumah tangga sekretariat pemerintah desa 
7) Melaksanakan kewajiban kepala desa jika beliau berhalangan dalam 
melaksanakan kewajibannya 
3. Nurul Yakin sebagai Kasi Pemerintahan 
Tugas: 
a. Menyusun berbagai program dan menyiapkan bahan yang akan 
digunakan pada saat koordinasi pembinaan pemerintahan desa, 
administrasi kependudukan dan catatan sipil, dan kegiatan sosial politik 
idiologi negara dan kesatuan bangsa 
b. Menyelesaikan, mengolah, merumuskan serta mengevaluasi data yang 
terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintah 
desa 
c. Melaksanakan terkait tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa 
4. Honggi Otto sebagai Kepala Urusan Keuangan 
Tugas: melaksanakan, menyimpan, membayarkan, menyetorkan, 
menatausahakan, mempertanggungjawabkan penerimaan dan 
pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBD 
 


































5. Abdul Kholiq sebagai Kaur Umum dan Perencanaan 
Tugas: melaksanakan administrasi secara umum termasuk tata kearsipan 
surat masuk dan keluar serta tugas lainnya yang diberikan oleh 
kepala desa 
6. Sumari sebagai Kasi Kesejahteraan 
Tugas: 
a. Menyelesaikan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang 
berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan desa 
b. Mendorong dan mengarahkan masyarakat desa dalam berpartisipasi, 
berswadaya, dan bergotong-royong 
c. Melakukan penyelenggaraan mekanisme terkait perencanaan 
pembangunan desa 
d. Mendorong masyarakat dalam kegiatan perkoperasian, perdagangan, 
dunia usaha, dan keterampilan 
e. Melaksanakan administrasi pembangunan 
f. Melaksanakan perencanaan pencatatan dalam pembuatan daftar usulan 
rencana proyek 
g. Melaksanakan tugas yang lain yang diberikan oleh kepala desa 
7. Gunadi sebagai Kepala Dusun Tinggar, dan Abdul Wahib sebagai Kepala 
Dusun Buntut 
Tugas dan kewajiban: 
a. Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas dari kepala 
desa di wilayah kerjanya 
b. Kepala dusun bertugas menjalankan berbagai kegiatan kepala desa di 
wilayah kerjanya 
c. Melaksanakan tugas seperti yang dimaksud pada poin b, kepala dusun 
mempunyai beberapa fungsi yaitu: 
1) Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan 
kemasyarakatan, ketenteraman dan ketertiban serta pelestarian adat 
istiadat dan juga pembangunan kehidupan gotong royong di 
wilayahnya 
 


































2) Melaksanakan peraturan desa di wilayah kerjanya 
3) Melaksanakan kebijakan kepala desa di wilayah kerjanya4 
       Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto sama 
halnya seperti desa-desa lainnya yang mempunyai visi misi. Berikut visi misi 
Desa Tinggarbuntut: 
1. Visi: 
Terwujudnya pelayanan prima dan optimalisasi pemerintahan, 
pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan pancasila dan UUD 
1945. 
2. Misi: 
a. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi di bidang 
kependudukan 
b. Meningkatkan peran aktif warga masyarakat dalam pembangunan yakni 
mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan 
c. Menciptakan kehidupan bermasyarakat yang bermanfaat, damai dan 
sejahtera.5 
 
B. Mekanisme Gambaran Praktik Akad Jual Beli Rongsokan Keliling di 
Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto 
       Semakin meningkatnya penduduk Indonesia tidak membuat lapangan 
pekerjaan juga bertambah. Angka pengangguran dari tahun ke tahun semakin 
mengalami peningkatan. Tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari membuat 
masyarakat bersaing dalam melangsungkan roda perekonomian. Demi 
melangsungkan hidup, sebagian besar masyarakat Indonesia mengatasinya 
dengan melakukan berbagai macam bentuk usaha yang sesuai dengan 
kemampuan yang dimiliki. Usaha yang dilakukan di kalangan masyarakat 
sangat beragam, misalnya usaha dalam bidang tekstil, pertanian, perkebunan, 
sampai dengan usaha barang-barang bekas (rongsokan). Namun, ketatnya 
persaingan di dunia usaha tidak sedikit di antara mereka yang sukses dengan 
                                                          
4 Suji Andoko, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah..., 25-28. 
5 Ibid., 19. 
 


































usaha tersebut dan tidak sedikit pula yang mengalami kegagalan dalam 
menjalankan usahanya. 
       Barang rongsokan merupakan satu dari banyaknya objek jual beli yang 
banyak digeluti oleh kalangan masyarakat, seperti halnya yang telah 
dilakukan oleh masyarakat Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal 
Kabupaten Mojokerto. Barang-barang rongsokan yang menjadi objek jual 
beli yaitu seperti botol-botol bekas, kardus, besi, benda-benda elektronik, 
alat-alat rumah tangga, dan masih banyak lagi. Pembeli dalam jual beli 
rongsokan keliling yaitu tukang rongsok keliling, sedangkan penjualnya yaitu 
kalangan masyarakat. 
       Sistem yang digunakan pada praktik jual beli rongsokan keliling yaitu 
ada dua yakni sistem timbangan dan sistem taksiran. Sistem timbangan ialah 
sistem yang digunakan oleh tukang rongsok keliling ketika membeli barang 
rongsokan di toko-toko dengan klasifikasi barang berupa kardus yang 
kemudian ditimbang dan ditetapkan  harganya. Sedangkan sistem taksiran 
ialah barang rongsokan yang dijual per karung, di dalam karung terdapat 
macam-macam jenis barang, yang kemudian dihargai sama.6 
 
C. Gambaran Hasil Wawancara 
       Terkait praktik jual beli rongsokan keliling, peneliti melakukan 
wawancara dengan beberapa narasumber, di antaranya yaitu: 
1. Bapak Slamet sebagai tukang rongsok keliling. Beliau menjadikan 
pekerjaan tukang rongsok keliling ini sebagai pekerjaan sampingan ketika 
tidak ada seseorang yang menyuruhnya bekerja di sawah. Beliau 
memperoleh barang-barang rongsokan dengan berkeliling ke desa-desa, 
bengkel, dan toko. Namun, sudah lama beliau tidak membeli barang 
rongsokan di toko-toko karena jika di toko, penjual akan meminta barang 
rongsokan tersebut ditimbang agar dapat diketahui berat dan harga per 
kilonya. Sedangkan beliau menggunakan sistem taksiran dalam jual beli 
rongsokan keliling ini. Beliau juga menggunakan perkiraan dalam 
                                                          
6 Slamet, Wawancara, Mojokerto, 18 November 2020. 
 


































menetapkan berat dan harga barang. Untuk harga, dilihat dari banyak atau 
tidaknya barang rongsokan yang dijual. Pembayarannya dilakukan secara 
tunai dan langsung pada saat akad.7 
2. Selain peneliti memperoleh data dari tukang rongsok keliling, peneliti juga 
memperoleh data dari hasil wawancara dengan sebagian masyarakat yang 
biasa menjual barang rongsokan, seperti ibu Sunati. Beliau mengatakan 
bahwa setiap tukang rongsok keliling itu berbeda-beda dalam memberikan 
harga, ada tukang rongsok keliling yang membeli dengan harga mahal dan 
ada juga yang membeli dengan harga murah. Adapun alasan beliau 
menjual barang rongsokan yaitu daripada barang rongsokan menumpuk di 
rumah lebih baik di jual. Biasanya barang rongsokan dijual dengan 
taksiran, yakni barang-barang dijadikan satu dalam karung kemudian 
ditetapkan harganya.8 
3. Penjual barang rongsokan lainnya yaitu ibu Satiyah. Beliau mengatakan 
terkadang jika ada tukang rongsok keliling yang lewat, beliau akan 
menawarkan barang-barang rongsokan yang dimilikinya. Tetapi jika 
tukang rongsok keliling membeli barang rongsokan dengan harga murah, 
maka akan dilakukan tawar menawar. Namun, jika tukang rongsok keliling 
tetap memberikan harga sama dengan harga awal (murah), maka barang 
rongsokan tersebut tidak jadi dijual. Beliau juga mengatakan jual beli 
rongsokan keliling yang ada di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal 
Kabupaten Mojokerto umumnya menggunakan sistem taksiran. Alasan bu 
Satiyah mengumpulkan barang-barang yang sudah tidak dipakai dan bekas 
(rongsokan) karena barang tersebut bisa ditukarkan dengan uang meskipun 
tidak seberapa.9 
4. Ibu Satuwah sebagai penjual rongsokan. Sebelum menjual barang-barang 
rongsokan beliau akan memilah-milah terlebih dahulu sesuai jenisnya 
seperti botol, kardus, kertas dan terkadang juga beliau langsung 
menjadikan satu dengan barang-barang lainnya di dalam satu karung. 
                                                          
7 Slamet, Wawancara, Mojokerto, 02 Januari 2021. 
8 Sunati, Wawancara, Mojokerto, 01 Januari 2021. 
9 Satiyah, Wawancara, Mojokerto, 01 Januari 2021. 
 


































Meskipun nantinya sudah dipilah-pilah sesuai jenisnya, pembeli atau 
tukang rongsok keliling tetap menggunakan sistem taksiran dalam 
membeli barang rongsokan tersebut. Biasanya jika ada tukang rongsok 
keliling, beliau akan menawarkan barang-barang rongsokan yang 
dimilikinya, tetapi jika tukang rongsok keliling membelinya dengan harga 
murah maka barang-barang rongsokan tersebut tidak jadi dijual. Jadi, 
beliau memutuskan untuk menunggu tukang rongsok keliling lainnya yang 
lebih mahal dalam menawar barang rongsokan. Alasan beliau 
mengumpulkan barang-barang rongsokan dan menjualnya karena daripada 
barang tersebut dibakar lebih baik dijual meskipun nantinya harga yang 
didapat tidak seberapa.10 
5. Ibu Satun sebagai penjual rongsokan. Ketika menjual barang rongsokan, 
beliau akan memberitahukan apa saja barang-barang yang ada di dalam 
karung meskipun nantinya tukang rongsok keliling membelinya dengan 
cara ditaksir. Beliau sama halnya dengan penjual rongsokan yang lain 
yakni melakukan tawar menawar terkait harga. Bu Satun sengaja 
mengumpulkan barang-barang rongsokan karena barang tersebut dirasa 
masih mempunyai nilai jual meskipun harga jualnya tidak seberapa.11 
       Berdasarkan pemaparan beberapa narasumber terkait praktik jual beli 
rongsokan keliling dapat dikelompokkan sebagai berikut: 
1. Tukang rongsok keliling memperoleh barang-barang rongsokan dengan 
berkeliling  ke desa-desa, toko, dan bengkel. 
2. Tukang rongsok keliling membeli barang-barang rongsokan dari 
masyarakat dengan cara barang-barang rongsokan dijadikan satu di dalam 
karung tanpa adanya pemilahan terlebih dahulu. 
3. Tukang rongsok keliling berbeda-beda dalam menentukan harga. Tukang 
rongsok keliling lebih condong menggunakan perkiraan dalam 
menentukan berat barang dan juga harga barang. 
                                                          
10 Satuwah, Wawancara, Mojokerto, 01 Januari 2021. 
11 Satun, Wawancara, Mojokerto, 18 Januari 2021. 
 


































4. Setelah tukang rongsok keliling menentukan harga dari barang-barang 
rongsokan tersebut, maka selanjutnya dilakukan tawar menawar antara 
penjual rongsokan (masyarakat) dengan pembeli rongsokan (tukang 
rongsok keliling). 
5. Tukang rongsok keliling menggunakan sistem taksiran dalam praktik jual 
beli rongsokan keliling. 
6. Jual beli rongsokan dengan menggunakan sistem taksiran sudah umum 
dilakukan oleh masyarakat Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal 
Kabupaten Mojokerto. Sehingga bisa dikatakan jual beli rongsokan 
seperti ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa tersebut. 











































ANALISIS FATWA DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP 
PRAKTIK JUAL BELI RONGSOKAN KELILING DI DESA 
TINGGARBUNTUT KECAMATAN BANGSAL KABUPATEN 
MOJOKERTO 
 
A. Analisis Praktik Jual Beli Rongsokan Keliling di Desa Tinggarbuntut 
Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto 
       Islam merupakan ajaran yang paling sempurna yang mencakup berbagai 
aspek kehidupan umat manusia, dan sebagai pedoman agar umat manusia 
tidak hanya memperoleh kebahagiaan di dunia namun juga kebahagiaan di 
akhirat. Salah satu aspek yang diatur oleh agama Islam yaitu kegiatan 
ekonomi atau bermuamalah. Manusia melakukan kegiatan tersebut untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti sandang, pangan, dan 
papan. Kegiatan ekonomi yang paling banyak dilakukan manusia yaitu 
kegiatan jual beli, yang hampir semua manusia setiap harinya melakukan 
kegiatan tersebut. 
       Kegiatan ekonomi seperti jual beli tidak lepas dari adanya objek dan 
subjek. Objek jual beli yang ada dimasyarakat semakin beragam seiring 
dengan perkembangan zaman. Hal tersebut seperti jual beli rongsokan 
keliling yang ada di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten 
Mojokerto dimana objek jual belinya terdiri dari botol, gelas plastik air 
mineral, kardus, buku, besi, alat-alat rumah tangga, benda elektronik dan 
masih banyak lagi. Penjual disini yaitu para warga masyarakat sedangkan 
pembelinya yaitu tukang rongsok keliling. Dalam jual beli rongsokan keliling 
tersebut adanya tawar menawar terkait harga antara penjual (masyarakat) 
dengan pembeli (tukang rongsok keliling). 
       Terdapat dua sistem jual beli rongsokan keliling yang ada di masyarakat 
Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto yaitu sistem 
timbangan dan sistem taksiran. Sistem timbangan ialah sistem yang 
 


































digunakan oleh tukang rongsok keliling ketika membeli barang rongsokan di 
toko-toko dengan klasifikasi barang berupa kardus yang kemudian ditimbang 
dan ditetapkan harganya. Sedangkan sistem taksiran ialah barang rongsokan 
yang dijual per karung, di dalam karung terdapat macam-macam jenis barang, 
yang kemudian dihargai sama. Namun, sistem yang umumnya digunakan 
yaitu sistem taksiran. Sistem taksiran ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat 
dalam melakukan jual beli rongsokan keliling. Dalam sistem taksiran, tukang 
rongsok keliling ketika menggunakan perkiraan dalam menentukan berat dan 
juga harga barang.1 
 
B. Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik 
Jual Beli Rongsokan Keliling di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal 
Kabupaten Mojokerto 
       Jual beli merupakan pertukaran barang dengan barang atau barang 
dengan uang yang dilakukan oleh para pihak atas dasar rasa suka sama suka 
atau kerelaan sesuai dengan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan. Pada 
dasarnya jual beli itu diperbolehkan, karena jual beli adalah cara umat 
manusia agar kebutuhan hidup sehari-harinya terpenuhi. 
       Jual beli disyari’atkan di dalam Al-Qur’an surah An-Nisa>’ ayat 29, yang 
berbunyi: 
ۡنُكمۡ ◌ۗ  َوَال    اَۡن َتكُ ۡوَن ِجتَ ارًَة َعۡن تـَرَاٍض مِّ
ۤ ۡلَباِطِل ِاالَّ ِ َنُكۡم  ا اَۡمَوالَـُكۡم بـَيـۡ
ُكُلۡوۤ َۡ َٰۤ يـَُّها الَِّذۡيَن ٰاَمنـُۡوا َال 
َ َكاَن ِبكُ ْم َرِحْيماً                                          ّٰ  ِانَّ ا
ا اَۡنـُفَسُكمۡ ◌ۗ   تـَۡقتـُُلۡوۤ
       “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 
kepadamu”. (QS. An-Nisa>’ ayat 29)2 
                                                          
1 Slamet, Wawancara, Mojokerto, 18 November 2020. 
2 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya  (Jakarta: Syaamil Quran, 2009), 83. 
 


































       Jual beli selain dijelaskan di dalam Al-Qur’an juga dijelaskan di dalam 
hadis. Berikut salah satu hadis yang membahas jual beli. Hadis ini dari 
Rifa’ah ibn Rafi’: 
اْلَكْسِب أَْطَيُب ؟ قَاَل:  يُّ ُسِئَل أَ ملسو هيلع هللا ىلص نَّ النَِّيبَّ َأَعْنُه ُهللا َعْن رِفَاَعَة ْبِن رَاِفٍع َرِضَي 
َحُه اْحلَاِكُم.                    (َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدِه وَُكلُّ بـَْيٍع َمْربٍُر) َرَواُه اْلبَـزَّاُر َوَصحَّ   
       “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi SAW pernah ditanya pekerjaan apa 
yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan manusia dengan 
tangannya sendiri dan setiap jual beli yang dibenarkan”. (HR. al-Bazza>r dan 
al-H}a>kim).3 
       Dasar hukum jual beli yang ada di dalam Al-Qur’an dan hadis di atas 
menjelaskan bahwasanya Allah SWT dan Rasul-Nya menganjurkan kepada 
seluruh umat manusia untuk mencari rezeki melalui perniagaan dengan dasar 
rasa suka sama suka atau saling rela dari para pihak yang bertransaksi. Hal 
tersebut telah dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tinggarbuntut Kecamatan 
Bangsal Kabupaten Mojokerto yakni dengan melakukan jual beli rongsokan 
keliling. Hukum jual beli rongsokan keliling tidak dijelaskan di dalam Al-
Qur’an dan hadis. Terkait boleh atau tidaknya pada dasarnya setiap kegiatan 
muamalah itu diperbolehkan begitupun dalam kaidah fikih. 
       Seiring perkembangan zaman muncul berbagai macam barang yang 
diperjualbelikan di masyarakat. Mulai dari barang-barang untuk kebutuhan 
pokok sampai dengan barang yang hanya sebagai pelengkap. Sekarang ini 
banyak dijumpai jual beli dengan barang-barang yang telah rusak, seperti jual 
beli rongsokan keliling. Barang rongsokan menjadi salah satu objek jual beli 
yang ada di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto. 
       Terdapat dua sistem yang digunakan dalam praktik jual beli rongsokan 
keliling yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tinggarbuntut Kecamatan 
Bangsal Kabupaten Mojokerto yakni timbangan dan taksiran. Namun, yang 
lebih sering digunakan ialah sistem taksiran. Sistem taksiran yang digunakan 
yakni barang rongsokan yang dijual per karung, di dalam karung terdapat 
                                                          
3 Al-H}a>fiz} Ibnu H}ajar Al-‘Asqala>ni>, Bulu>ghul Mara>m (Surabaya: Nurul Huda), 165. 
 


































macam-macam jenis barang, yang kemudian dihargai sama. Pembeli (tukang 
rongsok keliling) menentukan berat dan juga harga barang dengan 
menggunakan perkiraan. Sistem taksiran ini sudah menjadi kebiasaan 
masyarakat dalam melakukan jual beli rongsokan keliling. Dan seperti pada 
umumnya, jual beli rongsokan keliling ini terdapat adanya proses tawar 
menawar untuk penetapan harga agar sesuai dengan kesepakatan bersama dan 
keridaan kedua belah pihak supaya tidak ada salah satu pihak yang merasa 
dirugikan.  
       Sebelumnya dapat diketahui bahwasanya jual beli bisa dikatakan sah 
dalam hukum Islam jika rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Di antaranya 
yaitu pihak-pihak yang berakad, objek jual beli, nilai tukar (harga barang), 
dan ijab kabul.4 Begitupun di dalam fatwa yang merupakan sebuah produk 
dari pemikiran hukum Islam. Fatwa DSN MUI muncul sebagai respons atas 
jawaban persoalan tentang ekonomi Islam.5 Salah satu produk fatwa yang 
berkaitan dengan ekonomi Islam yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah 
Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yakni tentang jual beli. Hal 
tersebut diatur dalam fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang 
akad jual beli. Dikeluarkannya fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 
tentang akad jual beli sebagai pedoman masyarakat dalam melaksanakan akad 
jual beli. Terdapat tujuh ketentuan dalam fatwa tersebut yakni ketentuan 
umum, ketentuan terkait shighat al-‘aqd, ketentuan terkait para pihak, 
ketentuan terkait muthman (mabi’), ketentuan terkait thaman, ketentuan 
terkait kegiatan dan produk, dan yang terakhir ketentuan terkait penutup.6 
a. Ketentuan terkait shighat al-‘aqd (ijab kabul) 
1) Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami 
dan dimengerti oleh penjual dan pembeli. 
                                                          
4 Moch. Zainul Arifin, Al-Mu>h}ādathah Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam (Surabaya: UINSA 
Press, 2014), 8. 
5 Nur Fathoni, “Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI”, Jurnal Pemikiran dan Penelitian 
Ekonomi Islam, Vol. IV Edisi 1, (Mei, 2013), 55. 
6 DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia), “Fatwa tentang Akad Jual Beli 
No. 110/DSN-MUI/IX/2017”, Https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/3/, diakses pada 02 Januari 
2021. 
 


































Akad yang dilakukan dalam jual beli rongsokan keliling di Desa 
Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto yang 
menggunakan sistem timbangan maupun sistem taksiran sama-sama 
dinyatakan dengan jelas oleh pihak penjual rongsokan dengan pihak 
pembeli rongsokan, di mana ada kesepakatan ijab dan kabul terkait 
barang rongsokan dan juga harganya. Jadi, dalam hal ini sistem 
timbangan dan sistem taksiran dalam praktik jual beli rongsokan 
keliling telah memenuhi ketentuan terkait shigat poin pertama. 
2) Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan 
perbuatan atau tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai 
syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Akad dalam sistem timbangan dan sistem taksiran pada praktik jual beli 
rongsokan keliling di Desa Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal 
Kabupaten Mojokerto dilakukan secara lisan. Pihak penjual 
menyatakan akan menjual barang rongsokan yang dimiliki dan 
kemudian pembeli menyatakan akan membelinya. Hal ini tentunya 
dengan kesepakatan dan dasar keridaan dari para pihak terkait barang 
dan juga harga. 
b. Ketentuan terkait pihak-pihak yang berakad 
1) Penjual (al-bay’) dan pembeli (al-mushtari>) boleh berupa orang atau 
yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak 
berbadan hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Para pihak yang melakukan praktik jual beli rongsokan keliling baik 
yang menggunakan sistem timbangan maupun sistem taksiran di Desa 
Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ialah 
perseorangan yang tidak berbadan hukum. 
2) Penjual (al-bay’) dan pembeli (al-mushtari) wajib cakap hukum 
(ahliyah) sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 


































Pihak-pihak yang melakukan jual beli rongsokan keliling dengan sistem 
timbangan dan sistem taksiran sama-sama merupakan orang yang sudah 
cakap hukum artinya dapat mengetahui konsekuensi dari yang sudah 
dilakukan yaitu jual beli rongsokan keliling. 
3) Penjual (al-bay’) dan pembeli (al-mushtari) wajib memiliki 
kewenangan (wila>yah) untuk melakukan akad jual beli, baik 
kewenangan yang bersifat as}li>yyah maupun kewenangan bersifat 
niya>bi>yyah, seperti wakil. 
Para pihak yang menggunakan sistem timbangan dan taksiran  dalam 
jual beli rongsokan keliling memiliki kewenangan yang berupa 
pemanfaatan terkait dengan jual beli rongsokan keliling yag mereka 
lakukan. 
c. Ketentuan terkait mutsman/mabi’ (barang) 
1) Muthman/mabi’ boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, 
serta milik penjual secara penuh (al-milk al-ta>m – امللك التام). 
Barang yang menjadi objek pada jual beli rongsokan keliling dengan 
menggunakan sistem timbangan dan sistem taksiran merupakan barang 
milik dari penjual sendiri bukan barang yang dimiliki orang lain. 
Kepemilikan barang rongsokan sudah dimiliki oleh penjual sehingga 
penjual barang rongsokan mempunyai hak (kuasa) terkait barang 
tersebut. 
2) Muthman/mabi’ harus berupa barang dan/atau hak yang boleh 
dimanfaatkan menurut syariah (mutaqawwam) serta boleh 
diperjualbelikan menurut syariah dan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Pada praktiknya, jual beli rongsokan keliling di Desa Tinggarbuntut 
Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto mengenai pemanfaatan 
barang rongsokan digunakan untuk membantu memenuhi kehidupan 
sehari-hari oleh penjual dan pembeli. Selain itu, barang rongsokan yang 
sudang dibeli oleh pembeli dalam hal ini ialah tukang rongsok keliling 
 


































akan dijual kembali kepada agen besar untuk selanjutnya barang 
rongsokan dijual dan akan didaur ulang. Barang-barang rongsokan yag 
diperjualbelikan dengan menggunakan sistem timbangan dan taksiran 
merupakan barang-barang yang diperbolehkan oleh syariat atau barang 
yang tidak diharamkan oleh syara’. 
3) Muthman/mabi’ harus wujud, pasti/tertentu (املعني), dan dapat 
diserahterimakan (maqdu>r ‘ala> tasli>m) pada saat akad jual beli 
dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan 
menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli istis}na’. 
Objek yang diperjualbelikan dalam sistem timbangan maupun sistem 
taksiran pada jual beli rongsokan keliling berwujud barang rongsokan 
yakni gelas plastik, kardus, botol, besi, dan lain-lainnya. Barang 
rongsokan di dalam dua sistem tersebut juga dapat diserahterimakan 
ketika akad berlangsung. 
d. Ketentuan terkait Thaman (harga) 
1) Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada 
saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar (bay’ al-
musa>wamah), lelang (bay’ al-muza>yadah), atau tender (bay’ al-
muna>qas}ah). 
Pihak pembeli rongsokan (tukang rongsok keliling) di Desa 
Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto ketika 
menggunakan sistem timbangan mereka akan menimbang barang 
rongsokan sehingga bisa diketahui dengan jelas berat dan juga 
harganya. Sedangan ketika pembeli (tukang rongsok keliling) 
menggunakan sistem taksiran, pembeli akan menentukan berat dan 
harga barang dengan sekedar dikira-kira. Akan tetapi, sebelum 
ditetapkan harganya pihak pembeli (tukang rongsok keliling) 
melakukan tawar menawar dengan pihak penjual sehingga diperoleh 
harga yang sesuai dengan kesepakatan. 
 


































2) Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai (al-bay’ 
al-ha>l), tangguh (al-bay’ al-muajjal), dan angsur/bertahap (al-bay’ bi 
al- taqsi>t}). 
Pembayaran pada praktik jual beli rongsokan keliling di Desa 
Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto baik yang 
menggunakan sistem timbangan maupun sistem taksiran dilakukan 
secara tunai yakni setelah terjadi kesepakatan harga antara pihak 
penjual rongsokan (masyarakat) dengan pembeli rongsokan (tukang 
rongsok keliling), maka pihak pembeli akan memberikan nilai tukar 















































       Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang sudah dijabarkan oleh 
penulis, maka dapat disimpulkan seperti berikut ini: 
1. Praktik jual beli rongsokan keliling di Desa Tinggarbuntut Kecamatan 
Bangsal Kabupaten Mojokerto menggunakan dua sistem yaitu sistem 
timbangan dan sistem taksiran. Sistem timbangan ialah sistem yang 
digunakan oleh tukang rongsok keliling ketika membeli barang rongsokan 
di toko-toko dengan barang-barang yang sudah diklasifikasikan yakni 
berupa kardus yang kemudian ditimbang dan ditetapkan harganya. 
Sedangkan sistem taksiran ialah barang rongsokan yang dijual per karung, 
di dalam karung terdapat macam-macam jenis barang, yang kemudian 
dihargai sama. Namun, sistem yang umumnya digunakan di Desa 
Tinggarbuntut Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto yaitu sistem 
taksiran. 
2. Praktik jual beli rongsokan keliling dengan menggunakan sistem 
timbangan dan sistem taksiran yang ada di Desa Tinggarbuntut Kecamatan 
Bangsal Kabupaten Mojokerto menurut Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-
MUI/IX/2017 yakni diperbolehkan. Karena, dalam sistem timbangan 
rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Begitupun dengan sistem taksiran, 
meskipun pembeli akan menentukan berat dan harga barang dengan 
sekedar dikira-kira, namun sebelum ditetapkan harganya pihak pembeli 
(tukang rongsok keliling) melakukan tawar menawar dengan pihak penjual 
sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan kesepakatan. Dan sistem 
taksiran ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dalam 






































1. Untuk pembeli (tukang rongsok keliling) sebaiknya menggunakan sistem 
timbangan, agar pada saat menentukan berat atau kadar barang tidak 
menggunakan perkiraan yang nantinya berakibat pada harga barang. Jika 
semua itu sudah dilakukan, maka berat dan harga barang bisa diketahui 
dengan jelas dan pasti sehingga tidak merugikan salah satu pihak. 
2. Untuk penjual (masyarakat) sebelum menjual barang rongsokan, sebaiknya 
barang-barang diklasifikasikan terlebih dahulu dan menjualnya ketika 
dirasa sudah banyak sehingga lebih mudah dalam menentukan berat atau 
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